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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN 

TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH 

TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan 

perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor 

DP3APMPPKB Kota Medan. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan 

kebijakan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019, serta peran DP3APMPPKB sebagai 

lembaga pelaksana dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan 

pemberdayaan korban KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. 

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan pada aspek isi 

kebijakan dan konteks implementasi untuk memahami faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan 

telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga serta 

penyediaan layanan bagi korban. Namun demikian, masih terdapat berbagai 

kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum 

optimalnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap isu KDRT. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi 

yang jelas dan komitmen lembaga pelaksana, sedangkan faktor penghambat 

berasal dari aspek kelembagaan dan kondisi sosial budaya masyarakat.  

 

Kata kunci: implementasi kebijakan, KDRT, perlindungan perempuan dan anak, 

DP3APMPPKB, kebijakan publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian serius 

baik di tingkat nasional maupun daerah karena dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia (HAM) serta bertentangan dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan keadilan sosial. Di Indonesia, landasan hukum utama yang 

mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT adalah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

yang menjadi tonggak hukum dalam menegakkan perlindungan bagi perempuan 

dan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari segala bentuk 

kekerasan dan diskriminasi.  

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 

dari Tindak Kekerasan sebagai tindak lanjut dari berbagai regulasi nasional 

tersebut. Regulasi ini bertujuan memperkuat upaya perlindungan korban 

kekerasan melalui pendekatan yang menyeluruh, seperti: pencegahan, 

penanganan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi 

korban, serta berpedoman pada peraturan nasional lain seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama 

Pemulihan Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dan Permen PPPA Nomor 1 
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Tahun 2010 tentang  Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 

Peraturan Gubernur ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap 

perempuan dan anak harus berasaskan penghormatan terhadap hak korban, 

kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan pemberdayaan yang terdapat pada pasal 

(2). Adapun tujuan utamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, adalah 

untuk: 

a) Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak 

b) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak 

c) Memberikan pelayanan kepada korban 

d) Melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan. 

Pasal 3 tersebut memberikan fondasi bahwa kebijakan perlindungan tidak 

hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, pemberian rasa aman, 

pelayanan korban, serta pemberdayaan berkelanjutan. Dalam praktiknya, 

pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan. DP3APMPPKB Kota Medan 

merupakan lembaga daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3APMPPKB 

berperan penting dalam menerapkan kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum bagi 

pemerintah daerah dalam melindungi korban kekerasan, termasuk KDRT. 

Regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai bentuk kekerasan, hak korban, 
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tanggung jawab pemerintah daerah, serta langkah pencegahan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan pengawasan. 

Pemerintahan daerah merupakan lembaga pemerintahan yang berada pada 

tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki peran 

penting dalam menyelenggarakan pemerintahan serta memberikan pelayanan 

kepada masyarakat daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam 

menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis serta memberikan pelayanan 

sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Hajar et al., 2021). 

Berdasarkan data Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DISPPPAKB) Sumut 

(DISPPPAKB Sumut, 2024), angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak terus meningkat, dengan 77% korban adalah perempuan pada tahun 2023. 

Secara keseluruhan, provinsi ini mencatat dominasi kasus kekerasan dalam 

keluarga inti, di mana hubungan orang tua terhadap anak menjadi penyumbang 

terbesar (45% dari total pelaku di seluruh Sumatera Utara). Selain itu, Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan 

dan Anak dari Tindak Kekerasan memperkuat upaya ini dengan menekankan asas 

kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan pemberdayaan korban, yang selaras 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri PPPA 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal. 

Kota Medan sebagai pusat urban provinsi menghadapi tantangan paling 

akut. Data yang sama menunjukkan bahwa Medan mendominasi kasus kekerasan, 

https://share.google/W5eOLK2g6k05uL3th
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dengan 45 kasus pelaku dalam hubungan orang tua-anak (peringkat pertama di 

Sumatera Utara) dan 64 korban anak laki-laki usia 0-17 tahun (peringkat kedua 

setelah Kabupaten Asahan) (DISPPPAKB Sumut, 2024). Fenomena ini 

mencerminkan dampak urbanisasi, di mana kepadatan penduduk dan dinamika 

sosial keluarga inti memperburuk penanganan KDRT. Meskipun Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan 

bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ini, realitas lapangan masih 

menunjukkan gap antara regulasi dan praktik, seperti keterbatasan sumber daya 

pendampingan dan rehabilitasi korban. 

Kekerasan terhadap perempuan masih merupakan fenomena umum di 

Indonesia (Siregar, 2024). Di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Medan 

Krio, KDRT masih kerap terjadi meskipun regulasi telah dibuat untuk melindungi 

hak-hak perempuan. Dalam penelitian  Ismaidar & Sumarno (2023) menurutnya, 

Perempuan seringkali diasosiasikan sebagai kelompok rentan yang menerima 

perlakuan diskriminatif, mengalami depresi, dan berada dalam posisi subordinat 

di bawah dominasi laki-laki (Karnadi, 2024). 

Realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara 

aturan dan pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas 

lembaga yang kurang optimal, keterbatasan anggaran, hingga rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT. Peraturan ini menggarisbawahi 

komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan 

penanganan KDRT, sejalan dengan amanat undang-undang yang lebih tinggi ( 

https://share.google/W5eOLK2g6k05uL3th
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Puspawati et al., 2022). Meskipun telah ada kerangka hukum yang memadai, fakta 

di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah 

tangga masih sering kali belum mencapai rasa keadilan yang diharapkan, terutama 

bagi korban dan pihak yang rentan dalam dinamika keluarga (Husna & ., 2023).  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya 

menjadi sebuah judul skripsi yaitu, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN”  

Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana 

implementasi peraturan tersebut telah berjalan sesuai tujuan, menemukan 

hambatan yang dihadapi DP3APMPPKB Kota Medan, dan memberikan 

rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan perempuan dan 

anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini Adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang 

Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor 

DP3APMPPKB Kota Medan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Kebijakan Tentang Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini Adalah: 

a. Aspek Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3APMPPKB) Kota Medan) Kota Medan dalam meningkatkan 

efektivitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  

b. Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan dalam Ilmu 

Administrasi Publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik. 

Dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle, penelitian ini 

berkontribusi pada pemahaman tentang pengaruh isi kebijakan dan 

konteks implementasi terhadap keberhasilan kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak di tingkat daerah. 

c. Aspek Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi 

mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang ingin melakukan kajian 

serupa mengenai kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan 

dengan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar belakang 

masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

Berisi teori-teori yang menguraikan tentang konsep Implementasi, 

konsep kebijakan publik dan perlindungan kekerasan dalam rumah 

tangga. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi pelaksanaan penelitian yang menguraikan metode, jenis, 

kerangka konsep, definisi konsep, narasumber, kategorisasi, teknik 

pengumpulan dan analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi Penyajian data serta analisis yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan para informan atau narasumber. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat uraian mengenai kesimpulan serta saran yang 

disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Implementasi 

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris to 

implement. Dalam Kamus Besar Webster, “to implement” diartikan sebagai 

“menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta memberikan dampak atau 

efek nyata terhadap suatu hal”. Sementara itu, secara terminologis implementasi 

dipahami sebagai proses penyediaan berbagai instrumen atau langkah yang 

diperlukan untuk menjalankan sesuatu sehingga menghasilkan pengaruh atau 

konsekuensi tertentu (Kebijakan Publik - Uddin B, 2017) 

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan 

suatu rencana, gagasan, model, desain, spesifikasi, standar, algoritma, maupun 

kebijakan. Secara umum, implementasi mencakup upaya untuk mewujudkan 

konsep atau teori menjadi kenyataan yang dapat diterapkan. Proses ini melibatkan 

berbagai tahapan yang bertujuan untuk mengubah rencana menjadi tindakan 

konkret guna mencapai hasil yang diharapkan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi dapat dimaknai sebagai 

proses penerapan, tindakan, atau pelaksanaan suatu sistem dalam bentuk aktivitas 

yang dirancang secara teratur dan dijalankan dengan kesungguhan berdasarkan 

norma atau pedoman tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Implementasi merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses 

kebijakan publik karena menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil 
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yang diharapkan oleh masyarakat. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan 

publik hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata. Pada 

penelitian Nugroho (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga 

pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam 

kebijakan. Proses ini tidak sekadar penerapan teknis, tetapi juga mengandung 

dimensi sosial, politik, dan institusional yang kompleks. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2022), implementasi 

kebijakan mencakup seluruh tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

kebijakan, yang dipengaruhi oleh faktor standar kebijakan, sumber daya, 

komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-

politik-ekonomi, serta sikap pelaksana. Studi empiris menunjukkan bahwa 

variabel-variabel ini saling berinteraksi dan memengaruhi hasil implementasi di 

berbagai konteks, baik nasional maupun lokal (Olin et al., 2021). Misalnya, 

komunikasi yang tidak efektif dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor 

penghambat utama dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di berbagai 

daerah di Indonesia (Sari & Rahayu, 2021). 

Edward III (1980) menambahkan empat variabel utama dalam 

keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap 

pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi memastikan pelaksana memahami 

tujuan kebijakan, sumber daya meliputi ketersediaan staf, dana, dan sarana; 

disposisi mencerminkan kemauan pelaksana; sedangkan struktur birokrasi 

berperan dalam koordinasi antarunit. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian 



11 

 

 

 

Mahardika dan Rizki (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan 

publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar lembaga, ketersediaan sumber 

daya, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Apabila 

faktor-faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan 

tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada penelitian oleh Muksin et al (2024) 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di 

tingkat desa berhasil karena adanya koordinasi efektif antarorganisasi, kecukupan 

sumber daya, dan disposisi pelaksana yang kuat (Muksin et al., 2024). 

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) memandang implementasi 

sebagai upaya mentransformasikan keputusan politik ke dalam program yang 

operasional, di mana keberhasilannya ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketepatan 

teori kausal kebijakan, serta dukungan dari lingkungan politik dan sosial. Dalam 

konteks kebijakan publik di Indonesia, hasil studi Hutagalung dan Kurnani (2021) 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan sangat 

bergantung pada kejelasan tujuan, dukungan politik, dan konsistensi pelaksana di 

tingkat daerah (Armando Hutagalung & Kurnani, 2021). 

Di sisi lain, Grindle (1980) mengembangkan kerangka yang lebih 

komprehensif dengan membagi faktor-faktor implementasi ke dalam dua aspek 

besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of 

implementation). Isi kebijakan mencakup sejauh mana kebijakan memengaruhi 

kepentingan kelompok tertentu, manfaat yang dihasilkan, serta sumber daya yang 

dialokasikan. Sementara itu, konteks implementasi mencakup kondisi kekuasaan 

dan kepentingan aktor, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat dukungan 
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masyarakat. Penelitian Hasyem et al (2022) menegaskan bahwa teori Grindle 

mampu menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal 

karena mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan administratif secara simultan 

(Hasyem et al., 2022). 

Dengan demikian, berbagai teori implementasi kebijakan memiliki titik 

temu yang menekankan pentingnya koordinasi, sumber daya, komunikasi, dan 

lingkungan politik. Namun, teori Grindle lebih sesuai diterapkan dalam penelitian 

ini karena menggabungkan aspek struktural dan kontekstual secara komprehensif. 

Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan, teori ini 

mampu menjelaskan bagaimana faktor internal (isi kebijakan seperti sumber daya, 

tujuan, dan manfaat) serta faktor eksternal (konteks sosial, budaya, dan dukungan 

masyarakat) saling memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap 

korban KDRT. 

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, 

efektivitas implementasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah, penelitian 

Zami dan Lintang (2025) menunjukkan bahwa meskipun Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar telah 

menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efektivitas implementasi kebijakan masih terhambat oleh 

keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, 

serta kuatnya stigma sosial dan budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi tidak semata 
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ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks 

sosial dan kapasitas aktor pelaksana. 

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Sutopo dan Nurhaeni (2024) di 

Kabupaten Magetan memperkuat argumentasi bahwa faktor kontekstual 

memainkan peran signifikan dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT. 

Melalui pendekatan Charles O. Jones, penelitian ini mengungkap bahwa pada 

tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi kebijakan, masih ditemukan 

hambatan berupa relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, rendahnya 

dukungan lingkungan sosial, keterbatasan tenaga kerja, serta minimnya alokasi 

anggaran. Hambatan-hambatan tersebut secara substansial berkorelasi dengan 

dimensi konteks implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Grindle, 

khususnya terkait distribusi kekuasaan, kepentingan aktor, dan dukungan 

masyarakat terhadap kebijakan. 

Selanjutnya, penelitian Natasya (2023) menegaskan bahwa implementasi 

kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT menuntut pendekatan yang 

bersifat komprehensif melalui kombinasi upaya preventif dan represif. Temuan 

penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme manajemen kasus telah 

dijalankan sesuai standar normatif, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan 

pada hambatan klasik seperti dominasi pelaku, ketidakkooperatifan korban akibat 

trauma, anggapan KDRT sebagai urusan privat, serta keterbatasan sumber daya 

dan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti 

peningkatan kapasitas aparatur, advokasi anggaran, dan pelibatan masyarakat, 
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menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan lingkungan sosial 

dalam implementasi kebijakan. 

Ketiga penelitian terdahulu tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa 

persoalan implementasi kebijakan perlindungan KDRT tidak hanya terletak pada 

aspek normatif atau isi kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks 

implementasi, termasuk kondisi sosial-budaya, relasi kekuasaan, kapasitas 

kelembagaan, serta tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Temuan empiris 

ini sejalan dengan pandangan para ahli kebijakan publik seperti Van Meter dan 

Van Horn, Edward III, serta Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan 

pentingnya faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan lingkungan 

sosial-politik dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

Namun demikian, dibandingkan teori implementasi lainnya, kerangka 

analisis Grindle dinilai paling relevan dan komprehensif untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Hal ini disebabkan karena teori Grindle mampu mengintegrasikan 

aspek isi kebijakan (content of policy), seperti kejelasan tujuan, manfaat 

kebijakan, dan alokasi sumber daya, dengan aspek konteks implementasi (context 

of implementation), seperti karakteristik lembaga pelaksana, distribusi kekuasaan, 

serta dukungan dan resistensi dari masyarakat. Dengan demikian, teori Grindle 

tidak hanya sejalan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu, tetapi juga 

memperkuat dan mendukung kesimpulan konseptual bahwa efektivitas 

implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah 

tangga sangat ditentukan oleh interaksi dinamis antara faktor struktural dan faktor 

kontekstual (Riadi et al., 2022). 
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Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan 

terhadap kekerasan dalam rumah tangga di DP3APMPPKB Kota Medan penting 

dilakukan untuk memahami hubungan antara isi kebijakan dan konteks 

implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, 

adaptif, dan berkeadilan bagi korban KDRT. 

2.2 Teori Kebijakan Publik  

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam tata kelola 

pemerintahan modern yang berfungsi untuk menangani berbagai persoalan sosial, 

ekonomi, dan politik di masyarakat. Secara etimologis, istilah “kebijakan publik” 

tersusun dari dua kata yang memiliki asal linguistik berbeda namun saling 

berkaitan dalam membentuk satu konsep yang utuh. Istilah “kebijakan” berasal 

dari kata bahasa Inggris policy, yang berakar pada bahasa Yunani polis berarti 

negara atau kota. Kata ini kemudian berkembang dalam bahasa Latin menjadi 

politia, yang bermakna urusan kenegaraan, dan selanjutnya diserap ke dalam 

bahasa Inggris sebagai policie, yang merujuk pada pengelolaan urusan publik atau 

pemerintahan. Sementara itu, istilah “publik” berasal dari bahasa Latin publicus, 

yang berarti berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Dengan 

demikian, secara etimologis, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan 

atau tindakan yang berkenaan dengan pengelolaan urusan negara atau 

pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengertian 

etimologis ini menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan wujud 

kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. 
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Secara konseptual, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian 

keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas 

untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku individu maupun 

kelompok dalam masyarakat guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. 

Kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan untuk melakukan sesuatu 

(action), tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan sesuatu (inaction), yang 

keduanya memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam 

hal ini, kebijakan publik berperan sebagai alat strategis pemerintah untuk 

menanggapi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi 

sarana dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Karakteristik utamanya 

bersifat otoritatif, karena ditetapkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi 

konstitusional dan berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran 

kebijakan. Selain itu, kebijakan publik bersifat multidimensional karena 

mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan 

lingkungan yang saling berinteraksi dan memengaruhi dalam proses perumusan 

hingga pelaksanaannya (Mubarok et al., 2020). 

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, 

berbagai ahli telah merumuskan definisi kebijakan publik dari perspektif yang 

beragam namun saling melengkapi. Thomas R. Dye, salah satu tokoh penting 

dalam studi kebijakan publik, mendefinisikan kebijakan publik secara sederhana 

namun komprehensif sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan" (whatever government choose to do or not to do). 

Definisi Dye menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup baik tindakan 
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maupun keputusan pemerintah untuk tidak bertindak terhadap suatu isu, di mana 

keduanya memiliki dampak politik dan sosial yang penting. Pendekatan luas ini 

memungkinkan analisis kebijakan menelaah tidak hanya apa yang dilakukan 

pemerintah, tetapi juga alasan di balik keputusan untuk tidak melakukan 

intervensi terhadap masalah tertentu. William N. Dunn mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai serangkaian pilihan yang saling berhubungan dan berkaitan yang 

dibuat pemerintah dalam bidang seperti pertahanan, energi, kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, dan perkotaan. Definisi Dunn ini 

menekankan bahwa kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri, 

melainkan merupakan hasil dari serangkaian pilihan yang saling terkait dan 

terstruktur dalam suatu sistem pengambilan keputusan yang kompleks. Kedua 

definisi ini, meskipun berbeda dalam penekanannya, sama-sama mengakui bahwa 

kebijakan publik merupakan produk dari proses politik yang melibatkan berbagai 

aktor, kepentingan, dan nilai yang berkompetisi dalam arena pengambilan 

keputusan publik. 

Konsep kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konsep implementasi 

kebijakan, yang merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan di mana rencana 

atau keputusan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di 

lapangan. Van Meter dan Van Horn, dalam karya klasik mereka "The Policy 

Implementation Process: A Conceptual Framework" (1975), mendefinisikan 

Implementasi kebijakan merujuk pada tindakan oleh individu, pejabat, atau 

kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa 



18 

 

 

 

implementasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh 

enam faktor utama: kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber 

daya finansial dan manusia, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana 

terhadap kebijakan, efektivitas komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, 

ekonomi, dan politik yang memengaruhi lingkungan pelaksanaan kebijakan. 

Model Van Meter dan Van Horn ini memberikan kontribusi penting dalam 

memahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan 

oleh desain teknis kebijakan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor kontekstual seperti kondisi lingkungan sosial-politik dan karakteristik 

organisasi pelaksana (Winarno, 2016). 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dua ahli kebijakan publik 

terkemuka lainnya, memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang 

implementasi kebijakan. Dalam karya mereka yang berjudul "Implementation and 

Public Policy" (1983), Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi 

sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Mereka 

mengembangkan kerangka analisis implementasi yang menekankan pada tiga 

kelompok variabel besar yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:  

1. mudah tidaknya masalah yang akan digarap (tractability of the 

problem) yang mencakup tingkat kesulitan teknis masalah, tingkat 

kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap 

total populasi, serta cakupan perubahan perilaku yang diinginkan 
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2. kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi 

(ability of statute to structure implementation) yang meliputi 

kejelasan tujuan, teori kausal yang tepat, alokasi sumber daya, 

keterpautan lembaga, aturan keputusan, serta rekrutmen dan 

transparansi pelaksana. 

3. serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi implementasi 

(non-statutory variables affecting implementation) yang mencakup 

kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan 

sumber daya yang dimiliki kelompok-kelompok pemilih, dukungan 

dari pejabat atasan, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari 

pejabat pelaksana. 

Model Mazmanian dan Sabatier ini memberikan kerangka analisis yang 

sangat komprehensif untuk memahami kompleksitas proses implementasi 

kebijakan dengan mempertimbangkan tidak hanya faktor-faktor internal desain 

kebijakan, tetapi juga faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrol langsung 

pembuat kebijakan. 

Di antara berbagai teori implementasi kebijakan yang telah dikembangkan, 

teori yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle menawarkan pendekatan yang 

lebih integratif dan kontekstual dalam memahami proses implementasi kebijakan 

publik. Dalam karyanya Politics and Policy Implementation in the Third World 

(1980), Grindle mengemukakan model "Implementation as a Political and 

Administrative Process", yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi 
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ditentukan oleh interaksi dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks 

implementasi. Dimensi isi kebijakan mencakup enam elemen fundamental:  

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan (interest affected) yang 

merujuk pada sejauh mana kebijakan memengaruhi berbagai kelompok 

kepentingan, baik yang diuntungkan maupun yang dirugikan 

2. Jenis manfaat yang dihasilkan (type of benefits) yang mengidentifikasi 

bentuk keuntungan yang diterima oleh kelompok sasaran, baik berupa 

manfaat ekonomi, sosial, maupun simbolik. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned) yang 

menunjukkan sejauh mana kebijakan menuntut perubahan perilaku 

atau struktur sosial yang ada 

4. Posisi pengambil keputusan (site of decision making) yang 

menekankan pentingnya kejelasan mengenai siapa yang memiliki 

kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

5. Pelaksana program (program implementor) yang mencakup 

identifikasi institusi atau aktor yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan kebijakan 

6. Sumber daya yang tersedia (resources committed) yang meliputi 

dukungan finansial, sumber daya manusia, dan sarana pendukung 

pelaksanaan kebijakan.  

Sementara itu, dimensi konteks implementasi mencakup tiga aspek 

krusial: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (power, interest, 

and strategy of actors involved) yang mengakui bahwa implementasi kebijakan 
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melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya kekuasaan yang 

beragam; karakteristik lembaga pelaksana (institution and regime characteristics) 

yang mencakup struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, dan budaya birokrasi 

yang mempengaruhi kualitas implementasi, serta tingkat kepatuhan dan 

responsivitas (compliance and responsiveness) pelaksana dan kelompok sasaran 

terhadap kebijakan yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterima dan 

dijalankan secara efektif. 

Apabila dilakukan analisis komparatif terhadap ketiga perspektif teoritis 

tersebut Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, serta Merilee S. 

Grindle dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. 

Persamaan mendasar dari ketiga teori adalah pengakuan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang tidak 

hanya bergantung pada desain teknis kebijakan semata, tetapi juga sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti karakteristik organisasi 

pelaksana, sumber daya yang tersedia, komunikasi dan koordinasi antaraktor, 

serta kondisi lingkungan sosial-politik-ekonomi di mana kebijakan 

diimplementasikan. Ketiga teori juga sama-sama menekankan pentingnya 

kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan 

komitmen serta kapasitas pelaksana sebagai faktor-faktor kritis yang menentukan 

keberhasilan implementasi. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan di 

antara ketiga teori tersebut. Model Van Meter dan Van Horn lebih menekankan 

pada aspek-aspek teknis administratif seperti standar dan tujuan kebijakan, 

struktur organisasi, dan mekanisme komunikasi antarorganisasi. Model 
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Mazmanian dan Sabatier secara khusus menekankan kapasitas intrinsik kebijakan 

dalam merangkai proses implementasi melalui kejelasan sasaran serta ketepatan 

teori kausal yang mendasarinya, disertai pengaruh faktor eksternal seperti 

dukungan publik dan kondisi sosial dan ekonomi. Sementara itu, teori Grindle 

menyajikan kerangka analisis yang paling komprehensif dan kontekstual dengan 

mengintegrasikan secara eksplisit dimensi politik, sehingga mengakui bahwa 

implementasi kebijakan bukan sekadar proses administratif-teknis, melainkan 

arena politik di mana beragam kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor saling 

bersaing serta bernegosiasi. 

Berdasarkan sintesis dari berbagai teori yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan 

otoritatif yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk 

menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan sosial tertentu. 

Sementara itu, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan 

dinamis, di mana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata 

melalui interaksi berbagai faktor seperti isi kebijakan, konteks implementasi, 

karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya, serta dinamika politik dan sosial 

yang melingkupinya. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada 

desain kebijakan yang baik, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks politik, 

sosial, dan kelembagaan, serta kemampuan dalam mengelola kepentingan, 

membangun dukungan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang 

terus berubah. 
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Dalam konteks penelitian ini yang menganalisis implementasi Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan 

dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan, teori implementasi kebijakan 

Merilee S. Grindle dipilih sebagai kerangka teoritis utama karena beberapa alasan 

fundamental. Pertama, teori Grindle memberikan kerangka analisis yang 

komprehensif dengan menggabungkan dimensi isi kebijakan dan konteks 

implementasi, sehingga relevan untuk menelaah kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak yang bersifat multidimensional serta melibatkan banyak 

aktor dengan kepentingan berbeda. Kedua, penekanan Grindle pada dimensi 

politik dalam implementasi kebijakan sangat sesuai untuk memahami dinamika 

pelaksanaan kebijakan perlindungan KDRT, yang tidak hanya bersifat teknis-

administratif tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, dan budaya, termasuk isu 

sensitif seperti relasi kuasa gender, budaya patriarki, dan stigma terhadap korban 

kekerasan. Ketiga, model ini memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi 

antara faktor internal kebijakan seperti kepentingan yang terpengaruh, jenis 

manfaat, derajat perubahan, posisi pengambil keputusan, pelaksana program, dan 

sumber daya dengan faktor eksternal seperti kekuasaan dan strategi aktor, 

karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas 

masyarakat. Keempat, teori Grindle terbukti relevan dalam konteks negara 

berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan 

yang lemah, dan dinamika sosial-politik yang tidak stabil dan kondisi yang juga 

mencerminkan situasi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak 

di Indonesia, termasuk di Kota Medan. 
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Pemilihan teori Grindle sebagai kerangka penelitian didukung oleh temuan 

sebelumnya yang menggunakan teori ini untuk menganalisis implementasi 

kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian Utaminingsih dan Absari 

(2022) di Kabupaten Jombang menunjukkan teori Grindle mampu menjelaskan 

sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, dengan faktor pendukung seperti 

kesamaan kepentingan antar lembaga, ketersediaan fasilitas, dan keterlibatan 

kelompok perempuan, serta faktor penghambat seperti koordinasi yang kurang 

dan keterbatasan anggaran. 

Penelitian Riadi et al. di Palembang menggunakan kerangka Grindle untuk 

menganalisis implementasi program perlindungan perempuan, dengan fokus pada 

penguatan regulasi dan faktor yang memengaruhi pelaksanaannya (Riadi et al., 

2022). Konsistensi temuan penelitian sebelumnya memperkuat relevansi teori 

Grindle dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di 

Indonesia, menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi interaksi 

antara isi kebijakan dan konteks politik, kelembagaan, serta sosial. Dengan 

landasan teori ini, penelitian di Medan bertujuan menganalisis faktor pendukung 

dan penghambat implementasi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk 

meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk 

menelusuri dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok 

terhadap fenomena sosial. Sementara Bogdan dan Taylor (1975) 

mendefinisikannya sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif dari 

ungkapan tertulis/lisan serta perilaku yang diamati. Kedua pandangan ini 

menekankan pemahaman mendalam dan penggalian makna data dalam proses 

penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk 

memahami implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota 

Medan, dengan data dari wawancara informan kunci, observasi langsung, dan 

studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan 

deskriptif-analitis, meliputi pengorganisasian data, pengelompokan tema, dan 

penafsiran makna untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang 

pelaksanaan kebijakan, hambatan, serta langkah-langkah DP3APMPPKB. 

Pendekatan ini selaras dengan fokus penelitian kualitatif pada dinamika sosial dan 

proses mendalam. 
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3.2. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan gambaran sistematis mengenai cara berpikir 

peneliti dalam memahami dan menganalisis Implementasi Kebijakan tentang 

Perlindungan terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor 

DP3APMPPKB Kota Medan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Terhadap 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB 

Kota Medan 

Dimensi Konteks Implementasi 

Kekuasaan, Kepentingan, dan Srategi 

Aktor 

 Interaksi antar aktor 

pelaksana 

 Kepentingan Lembaga 

dan individu  

 Distribusi sumber daya 

dan kewenangan 

Karakteristik Lembaga pelaksana 

 Struktur Organisasi 

 Kapasitas dan Sumber 

daya kelembagaan 

 Budaya birokrasi dan 

Koordinasi 

Kepatuhan dan 

 Responsivitas 

 Tingkat kepatuhan 

pelaksana 

 Responsivitas terhadap 

kebutuhan sasaran 

 Penerimaan Masyarakat 

terhadap kebijakan 

Efektivitas Implementasi Kebijakan tentang 

Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan 

 

Komunikasi dan Koordinasi Antar 

Lembaga 

 Kejelasan komunikasi 

kebijakan 

 Koordinasi antar instansi 

 Sistem pelaporan dan 

umpan balik 
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3.3. Definisi Konsep 

Menurut Sugiyono (2012:38), Definisi Konsep Adalah penjelasan makna 

dari suatu konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan untuk 

membantu peneliti memahami serta menerapkan konsep tersebut secara tepat 

dalam praktik penelitian di lapangan. 

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini Adalah: 

a) Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan 

pemerintah yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, peraturan, 

atau program, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

tindakan nyata di lapangan. Menurut Grindle (1980), implementasi 

merupakan proses politik dan administratif yang dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) yang meliputi 

kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan, pelaksana 

program, dan sumber daya; serta konteks implementasi (context of 

implementation) yang mencakup kekuasaan, strategi aktor, karakteristik 

lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat. 

b) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DP3APMPPKB) Kota Medan 

DP3APMPPKB Kota Medan adalah perangkat daerah yang memiliki 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 
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perempuan dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini,  DP3APMPPKB 

Kota Medan merupakan aktor utama pelaksana kebijakan perlindungan 

terhadap korban KDRT, yang berperan dalam mengkoordinasikan layanan 

terpadu, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan pelaksanaan 

kebijakan berjalan efektif sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan 

gender. 

c) Perlindungan terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) 

Perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga 

terkait untuk mencegah, melindungi, menangani, dan memberdayakan 

korban kekerasan dalam ranah domestik, sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan 

terhadap KDRT mencakup layanan pencegahan, penanganan, 

pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan yang diberikan oleh 

DP3APMPPKB Kota Medan melalui lembaga pelaksana seperti UPTD 

PPA, sesuai dengan mandat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 

Tahun 2019. 

3.4. Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi penelitian merupakan proses pengelompokan penelitian 

berdasarkan karakteristik, tujuan, metode, serta kriteria tertentu untuk 
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memudahkan pemahaman, perbandingan, dan analisis terhadap berbagai 

penelitian yang ada. Melalui kategorisasi ini, arah dan fokus penelitian dapat 

ditetapkan secara lebih sistematis. penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi 

utama dalam konteks implementasi kebijakan, yaitu: 

1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 

Dimensi ini mengukur bagaimana hubungan antaraktor memengaruhi 

pelaksanaan kebijakan, yang mencakup tingkat koordinasi antaraktor 

pelaksana, kesesuaian maupun konflik kepentingan antar lembaga, serta 

kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Selain itu, dimensi 

ini juga mengukur kecukupan sumber daya manusia dan finansial yang 

dimiliki lembaga pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan. 

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak 

DP3APMPPKB, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, 

serta melalui observasi dan dokumentasi kegiatan implementasi kebijakan. 

2) karakteristik lembaga pelaksana  

Dimensi ini mengukur kapasitas kelembagaan dalam mendukung 

efektivitas implementasi kebijakan. Indikatornya meliputi kejelasan 

struktur organisasi dan pembagian tugas, mekanisme koordinasi internal, 

ketersediaan sumber daya dan anggaran, serta kompetensi pegawai. Selain 

itu, budaya kerja, pola komunikasi, dan kemampuan adaptasi lembaga 

terhadap tantangan juga menjadi aspek yang dinilai. Data diperoleh 



30 

 

 

 

melalui wawancara dengan pejabat dan staf DP3APMPPKB, observasi 

sistem kerja, serta analisis dokumen kelembagaan. 

 

3) Kepatuhan dan responsivitas 

Dimensi ini mengukur tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap 

regulasi serta kemampuan menanggapi kebutuhan masyarakat. 

Indikatornya meliputi pelaksanaan sesuai SOP, pengawasan dan evaluasi 

rutin, kecepatan penanganan kasus, serta penyesuaian layanan terhadap 

kebutuhan korban. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan 

DP3APMPPKB juga menjadi tolak ukur responsivitas lembaga. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan pegawai pelaksana, penerima 

layanan, dan pendamping korban, serta melalui analisis dokumentasi dan 

laporan evaluasi. 

4) Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga 

      Dimensi ini menilai peran komunikasi dan koordinasi antar lembaga 

dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Indikatornya 

mencakup kejelasan penyampaian kebijakan kepada pelaksana dan 

masyarakat, tingkat koordinasi antarinstansi seperti DP3APMPPKB, 

kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial, serta efektivitas sistem 

pelaporan dan umpan balik. Dimensi ini menekankan pentingnya 

kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perlindungan terhadap KDRT dapat 
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berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi antar lembaga. 

 

3.5. Narasumber Penelitian 

Adapun Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah narasumber 

yang ditentukan melalui teknik pengambilan sample untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu individu dengan pengetahuan dan 

keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di 

DP3APMPPKB Kota Medan. Pemilihan disesuaikan dengan dimensi kerangka 

konseptual, mencakup konteks implementasi, karakteristik lembaga pelaksana, 

serta kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Adapun yang menjadi informan 

ataupun narasumber dari penelitian ini adalah: 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

No Nama Usia 

Jenis 

Kelamin 

Jabatan 

1. Viza Fandhana, S.E 43 tahun Laki-laki Kabid PHA,PP, 

dan PKA 

2. Anas Ansor Siregar, 

S.E 

39 tahun Laki-laki Kepala UPT PPA 

3. Wasni Hutagaol, S.Tr. 

Keb 

53 tahun Perempuan Kasubag UPT 

PPA 

4. Yusmila 49 tahun Perempuan Staf Bidang 
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PHA,PP, dan 

PKA 

5. Riska Sugiarto 30 tahun Perempuan Masyarakat Sipil 

Sumber; Hasil Penelitian 2026 

Pemilihan kelima narasumber dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data yang mendalam dari berbagai sudut pandang, baik dari pihak 

pembuat kebijakan, pelaksana, maupun penerima manfaat. Melalui keberagaman 

perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Medan. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2019:137), pengumpulan data merupakan langkah 

krusial dalam proses penelitian karena data berfungsi sebagai dasar utama dalam 

menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Ia menegaskan 

bahwa proses ini harus dilakukan dengan cermat, sistematis, dan disesuaikan 

dengan jenis data serta teknik yang digunakan agar hasil penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sejalan dengan itu, Moleong (2019:157) 

berpendapat bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara 

alamiah dan memerlukan kepekaan peneliti dalam memahami konteks sosial serta 

perilaku subjek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih teknik 

pengumpulan data yang tepat agar informasi yang diperoleh valid dan mendalam. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:  
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a. Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan melalui partisipasi peneliti dengan 

informan atau objek penelitian.  

Adapun data primer dalam penelitian yakni: 

1) Observasi 

Menurut Nasution (2011:106), observasi merujuk pada metode 

pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, 

situasi, dan peristiwa dalam konteks aslinya. Sementara itu, 

Creswell (2014) menambahkan bahwa observasi memungkinkan 

diperolehnya data yang kaya konteks dan orisinal, karena 

dilakukan di lingkungan alami di mana subjek penelitian berada. 

2) Wawancara 

Menurut Moleong (2019), wawancara adalah interaksi langsung 

antara pewawancara dan informan dengan tujuan mendapatkan 

informasi relevan untuk penelitian. Pendekatan ini memungkinkan 

peneliti menggali secara mendalam pengalaman, pemikiran, dan 

persepsi informan mengenai fenomena yang diteliti. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari sumber utama penelitian, melainkan melalui berbagai sumber 

pendukung seperti dokumen, arsip, laporan, maupun literatur lain 

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data jenis ini berfungsi 

sebagai pelengkap bagi data primer karena dapat memberikan 

konteks, pembanding, serta memperkuat hasil temuan lapangan. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data pendekatan deskriptif-

analitis yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menafsirkan makna dari 

data yang diperoleh di lapangan. Proses analisis dilaksanakan sejak tahap 

pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Analisis ini mengacu pada 

model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data hasil 

wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan fokus 

penelitian. Data yang berkaitan dengan konteks implementasi, 

karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan responsivitas pelaksana 

dianalisis lebih lanjut, sedangkan data yang tidak relevan diabaikan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau 

matriks untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola dan 

hubungan antar-tema, serta memahami keterkaitan antara pelaksana 

kebijakan, proses implementasi, dan dampaknya bagi penerima 

manfaat. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing / 

Verification) 

Tahap ini meliputi penafsiran makna data yang telah disusun, di mana 
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peneliti menarik kesimpulan sementara dan memverifikasinya secara 

berulang dengan data lapangan hingga diperoleh hasil yang valid. 

Melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data diharapkan dapat 

menghasilkan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan 

KDRT, termasuk hambatan, kepatuhan, dan responsivitas pelaksana di 

DP3APMPPKB Kota Medan. 

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan Kota Medan, yang beralamat 

di Jl. A.H Nasution No. 17, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian pada bulan februari 2026 sampai bulan maret 2026, 

meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian. 

 

Gambar 3.2 Lokasi Penelitian 

(Sumber : Google, Mistar.id) 
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3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan perlindungan terhadap 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Medan, yang mengacu 

pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Penelitian ini secara 

khusus berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan, 

serta sejauh mana upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berjalan 

secara efektif di lapangan.  

Objek penelitian mencakup proses pelaksanaan kebijakan, peran lembaga 

pelaksana, serta respons masyarakat sebagai penerima layanan terhadap kebijakan 

tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana koordinasi antar 

lembaga, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme pelayanan yang diberikan 

kepada korban. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menekankan pada dua aspek utama, 

yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of 

implementation), termasuk di dalamnya faktor kekuasaan, kepentingan aktor, 

karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana.  

Secara empiris, objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan layanan 

perlindungan di lingkungan DP3APMPPKB Kota Medan, khususnya melalui Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang 

menangani kasus KDRT. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 
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menggambarkan secara mendalam kondisi nyata implementasi kebijakan 

perlindungan terhadap KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya di Kota 

Medan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil penelitian 

 Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui 

proses wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Medan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara 

mendalam bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, 

khususnya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa 

informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan yang diwawancarai terdiri dari Kepala 

Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, Kepala UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APMPPKB Kota Medan, Staf Bidang 

PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, serta masyarakat sebagai 

penerima manfaat layanan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, mekanisme koordinasi antar 

lembaga, ketersediaan sumber daya, serta dampak layanan yang diberikan kepada 

masyarakat. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mengelompokkan temuan 

penelitian ke dalam beberapa kategori yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan, yaitu kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik lembaga pelaksana, 

kepatuhan dan responsivitas pelaksana kebijakan, serta komunikasi dan 

koordinasi antar lembaga. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

4.1.1.1 Adanya Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor 

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku 

Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, beliau 

mengatakan: 

“Koordinasi antara DP3APMPPKB dengan berbagai aktor terkait 

dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, 

khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seperti KDRT, pada 

dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Biasanya 

koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor, rapat teknis, 

serta kegiatan gelar kasus yang melibatkan berbagai instansi terkait. 

Dalam forum tersebut kami dapat berkoordinasi dengan kepolisian terkait 

proses penegakan hukum, dengan rumah sakit dan dinas kesehatan dalam 

pemberian layanan medis kepada korban, serta dengan dinas sosial 

maupun LSM dalam penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan 

pendampingan psikososial bagi korban. Selain itu, apabila kasus 

memerlukan proses hukum lanjutan, kami juga melakukan koordinasi 

dengan kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme koordinasi tersebut, setiap 

pihak dapat menyampaikan perkembangan kasus dan bersama-sama 

menentukan langkah penanganan yang paling tepat bagi korban.”  

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Informan 2, yang 

dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 dengan Kepala UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, Bapak Anas Ansor 
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Siregar, S.E, diperoleh keterangan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan 

perlindungan perempuan dan anak telah berjalan dengan baik dan efektif. 

Informan 2 menjelaskan bahwa: 

“Koordinasi yang dilakukan selama ini tidak hanya bersifat formal, 

tetapi juga terencana dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan 

rapat koordinasi dan rapat teknis yang dilakukan secara berkala dengan 

melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, pelaksanaan gelar kasus 

menjadi salah satu bentuk koordinasi yang sangat penting karena 

memungkinkan setiap pihak untuk membahas kasus secara lebih 

mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, penanganan yang 

dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan terpadu dan tepat sasaran sesuai 

dengan kebutuhan korban”. 

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, Ibu Wasni Hutagaol, 

S.Tr.Keb Sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026,  yang menekankan bahwa: 

“Koordinasi yang berjalan baik tidak terlepas dari adanya 

komunikasi yang intensif antar pihak, baik secara internal maupun 

eksternal. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi dan rapat teknis menjadi 

wadah utama dalam menyampaikan informasi, mengidentifikasi kendala, 

serta mengevaluasi perkembangan penanganan kasus. Di samping itu, 

gelar kasus juga berfungsi sebagai forum strategis untuk merumuskan 

langkah-langkah penyelesaian yang lebih komprehensif, karena 

melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan masing-

masing”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

turut memberikan keterangan yang selaras dengan ketiga informan 

sebelumnya. Sebagai informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026,  Ia menyampaikan bahwa: 

“Koordinasi yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak 

positif terhadap efektivitas penanganan kasus. Menurutnya, melalui rapat 

koordinasi dan rapat teknis, setiap pihak dapat menyamakan persepsi dan 
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memperkuat sinergi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, gelar kasus 

dinilai sangat membantu dalam memperdalam pemahaman terhadap 

permasalahan yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat, 

terarah, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban”. 

Demikian dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan 

dan anak, setiap instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang 

jelas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pembagian 

peran ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran 

koordinasi antar lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

kewenangan dalam penanganan kasus. Kejelasan peran tersebut 

memungkinkan setiap aktor untuk bekerja secara optimal sesuai bidangnya 

masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya memberikan 

perlindungan yang menyeluruh kepada korban. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E selaku 

Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 yang 

menegaskan bahwa: 

“Pada dasarnya pembagian peran sudah cukup jelas karena setiap 

lembaga telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. DP3APMPPKB 

berperan sebagai koordinator layanan perlindungan perempuan dan anak, 

sementara kepolisian bertanggung jawab dalam proses penyelidikan dan 

penyidikan kasus. Selain itu, instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas 

sosial, maupun lembaga terkait lainnya juga menjalankan perannya 

masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga 

penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan tidak saling 

tumpang tindih.” 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara pada Informan 2, yang 

dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 dengan Kepala UPT 
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Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, Bapak Anas Ansor 

Siregar, S.E,  menjelaskan bahwa: 

“Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, setiap instansi yang 

terlibat telah memiliki pembagian peran yang jelas, terstruktur, dan 

berjalan secara sistematis sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. 

Ia menegaskan bahwa UPT berfungsi sebagai koordinator utama dalam 

pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang tidak hanya 

menghubungkan antar lembaga, tetapi juga memastikan bahwa seluruh 

proses penanganan kasus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan. 

Dalam hal ini, UPT memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan 

berbagai layanan dari instansi terkait, mulai dari tahap penerimaan 

laporan, pendampingan korban, hingga proses pemulihan. Selanjutnya, ia 

menjelaskan bahwa instansi lain seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan 

dinas sosial menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing 

sesuai dengan tugas yang telah diatur. Kepolisian berperan dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan penegakan hukum 

berjalan dengan baik, dinas kesehatan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan medis dan visum kepada korban, sedangkan dinas 

sosial berperan dalam memberikan rehabilitasi sosial serta pendampingan 

lanjutan. Dengan adanya pembagian peran yang jelas tersebut, proses 

penanganan kasus dapat berlangsung secara lebih terarah, tidak tumpang 

tindih, serta mampu memberikan layanan yang komprehensif, terpadu, dan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku serta kebutuhan korban”. 

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb Sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026,  yang menyampaikan 

bahwa kejelasan kewenangan dan tanggung jawab setiap aktor sangat 

membantu dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan. Ia menjelaskan 

bahwa: 

“Masing-masing pihak telah memahami tugas pokok dan 

fungsinya, sehingga dalam setiap tahapan penanganan kasus tidak terjadi 

kebingungan maupun tumpang tindih peran. Hal ini terlihat dari 

bagaimana setiap instansi dapat langsung mengambil peran sesuai 

kewenangannya ketika suatu kasus ditangani, tanpa harus menunggu 
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arahan yang berulang. Selain itu, kondisi ini juga mempermudah dalam 

pembagian tugas ketika dilakukan penanganan secara bersama, karena 

setiap aktor dapat langsung menjalankan perannya secara tepat sesuai 

dengan bidangnya. Dengan demikian, proses penanganan kasus menjadi 

lebih cepat, terkoordinasi, dan efisien, serta mampu meminimalisir 

hambatan.” 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

Sebagai informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

hari Rabu, 11 Maret 2026,  turut menegaskan bahwa: 

“Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi masing-masing aktor memberikan dampak positif 

terhadap efektivitas penanganan kasus. Ia menjelaskan bahwa kejelasan 

peran mendorong setiap pihak untuk bekerja secara lebih fokus, 

profesional, dan bertanggung jawab. Di samping itu, hal ini juga 

memperkuat kerja sama antar lembaga serta mempercepat proses 

pengambilan keputusan, karena setiap aktor telah memahami peran dan 

kontribusinya dalam penyelesaian kasus”. 

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Bapak Viza Fandhana, S.E 

selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 

2026. Sebagai Informan 1 ia menjelaskan bahwa: 

“Pada umumnya tidak terdapat konflik kepentingan antar aktor 

karena semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan 

perlindungan serta memastikan kepentingan terbaik bagi korban. Dalam 

pelaksanaannya, hubungan kerja antar instansi berjalan secara harmonis 

tanpa adanya perbedaan kepentingan yang dapat menghambat proses 

penanganan kasus. Setiap instansi yang terlibat juga cenderung berfokus 

pada perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung 

penanganan kasus. Dengan adanya kesamaan tujuan dan kejelasan peran 

tersebut, tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses pelaksanaan, 

sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara lancar, terkoordinasi, 

dan efektif.” 

Sejalan dengan keterangan tersebut, Kepala UPT Perlindungan 

Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, 
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S.E sebagai informan 2, Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 11 Maret 2026, ia menjelaskan bahwa:  

“Dalam setiap proses penanganan kasus, seluruh aktor yang terlibat 

menunjukkan komitmen yang kuat untuk bekerja secara profesional tanpa 

membawa kepentingan masing-masing lembaga. Ia menegaskan bahwa 

fokus utama dari setiap instansi adalah memastikan korban mendapatkan 

perlindungan, pendampingan, serta layanan yang dibutuhkan secara 

optimal. Menurutnya, kesamaan tujuan ini menjadi dasar penting dalam 

membangun kerja sama yang harmonis, sehingga setiap pihak dapat saling 

mendukung dan memperkuat koordinasi tanpa adanya tarik-menarik 

kepentingan”. 

Keterangan tersebut selaras dengan Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa: 

“Selama pelaksanaan di lapangan tidak ditemukan adanya konflik 

kepentingan antar aktor. Ia menjelaskan bahwa setiap instansi telah 

memiliki pemahaman yang sama bahwa penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang 

harus mengedepankan kepentingan korban. Oleh karena itu, setiap pihak 

cenderung mengesampingkan kepentingan sektoral dan lebih 

mengutamakan kolaborasi serta koordinasi yang efektif demi tercapainya 

hasil penanganan yang maksimal dan menyeluruh”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:  

“Tidak adanya konflik kepentingan antar aktor menjadi salah satu 

faktor penting yang mendukung kelancaran proses penanganan kasus. Ia 

menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki visi yang 

sama, yaitu memberikan perlindungan dan pemulihan terbaik bagi korban. 

Hal ini tercermin dari sikap saling terbuka, saling mendukung, serta 

adanya komitmen bersama dalam setiap tahapan penanganan kasus. 
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Dengan demikian, kerja sama yang terjalin menjadi lebih solid, terarah, 

dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan terbaik 

bagi korban”. 

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan masih terdapat 

keterbatasan terutama terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran. 

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DP3APMPPKB menerapkan 

strategi kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara pada 

informan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan 

Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA 

Dinas P3APMPPKB, beliau mengatakan: 

“Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi 

dan kolaborasi secara intensif dengan berbagai aktor yang memiliki 

sumber daya yang dapat saling melengkapi. Dalam praktiknya, kerja sama 

ini dilakukan dengan melibatkan rumah sakit untuk memastikan korban 

mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan tepat, dinas sosial dalam 

memberikan rehabilitasi sosial serta dukungan pemulihan, serta kepolisian 

dalam menangani proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilakukan 

secara berkelanjutan melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif antar 

pihak. Dengan adanya kerja sama tersebut, keterbatasan yang dimiliki oleh 

masing-masing instansi, baik dari segi sumber daya manusia maupun 

anggaran, dapat diatasi secara bersama-sama melalui pemanfaatan sumber 

daya yang tersedia di masing-masing lembaga. Setiap pihak dapat saling 

mendukung dan mengisi kekurangan satu sama lain, sehingga proses 

penanganan kasus tidak terhambat oleh keterbatasan yang ada. Melalui 

strategi kolaboratif ini, penanganan kasus dapat tetap berjalan secara 

optimal, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan korban, serta mampu 

memberikan layanan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.” 

Sejalan dengan keterangan tersebut, Kepala UPT Perlindungan 

Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, 

S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:  
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“Strategi utama yang diterapkan adalah membangun kerja sama 

yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai instansi terkait. Ia 

menegaskan bahwa dalam praktiknya, UPT tidak dapat bekerja sendiri 

dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

sehingga diperlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak. Kerja sama 

tersebut diwujudkan melalui keterlibatan rumah sakit dalam penyediaan 

layanan kesehatan dan visum, dinas sosial dalam pemberian rehabilitasi 

sosial serta dukungan pemulihan, serta kepolisian dalam proses penegakan 

hukum. Menurutnya, melalui kolaborasi yang terjalin secara 

berkesinambungan ini, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih 

komprehensif, terpadu, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan 

korban secara menyeluruh”. 

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa: 

“Penguatan koordinasi dan kolaborasi merupakan strategi yang 

sangat penting dalam mengoptimalkan keterbatasan sumber daya yang 

dimiliki oleh masing-masing instansi. Ia menjelaskan bahwa setiap 

lembaga memiliki keunggulan, kapasitas, serta sumber daya yang berbeda-

beda, sehingga melalui kerja sama yang baik, kekurangan dari satu pihak 

dapat ditutupi oleh pihak lainnya. Dengan adanya koordinasi yang 

dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, setiap aktor dapat saling 

melengkapi dalam memberikan layanan, mulai dari tahap penanganan 

awal, pendampingan, hingga proses pemulihan korban secara menyeluruh 

dan berkesinambungan”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:  

“Strategi kolaboratif ini memberikan dampak yang sangat positif 

terhadap efektivitas penanganan kasus di lapangan. Ia menyampaikan 

bahwa kerja sama yang terjalin antara UPT dengan rumah sakit, dinas 

sosial, dan kepolisian mampu membuat proses penanganan menjadi lebih 

cepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, kolaborasi 

tersebut juga mempermudah dalam pertukaran informasi serta 
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memperkuat koordinasi antar pihak, sehingga setiap langkah yang diambil 

menjadi lebih tepat, terintegrasi, dan mampu menghasilkan penanganan 

yang optimal. Menurutnya, dengan adanya sinergi yang kuat antar aktor, 

proses perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif, 

responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban”. 

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan 

bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak 

terdapat keterpaduan antara kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 

yang terbangun secara sinergis dan saling mendukung. Setiap aktor yang 

terlibat memiliki kewenangan yang jelas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, sehingga mampu menjalankan peran masing-masing secara 

optimal tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan. Kejelasan pembagian 

peran tersebut tidak hanya memperkuat struktur kerja, tetapi juga menjadi 

dasar dalam menciptakan koordinasi yang efektif antar lembaga. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan antar aktor tidak 

bersifat saling bertentangan, melainkan berorientasi pada tujuan bersama, 

yaitu memberikan perlindungan serta memastikan kepentingan terbaik 

bagi korban. Kesamaan tujuan ini mendorong terciptanya hubungan kerja 

yang harmonis, di mana setiap pihak mengesampingkan kepentingan 

sektoral dan lebih mengutamakan kolaborasi dalam penanganan kasus. 

Dengan demikian, tidak ditemukan adanya konflik kepentingan yang dapat 

menghambat proses pelaksanaan kebijakan. 

Selain itu, strategi yang diterapkan oleh para aktor dalam 

mengatasi berbagai keterbatasan, khususnya terkait sumber daya manusia 

dan anggaran, dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi 
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lintas sektor. Strategi ini diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai 

instansi seperti kepolisian, dinas kesehatan, rumah sakit, dinas sosial, serta 

lembaga lainnya yang memiliki sumber daya saling melengkapi. Melalui 

kolaborasi tersebut, setiap aktor dapat saling mendukung dan 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga keterbatasan yang 

ada tidak menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sangat 

dipengaruhi oleh adanya kejelasan kewenangan, kesamaan kepentingan, 

serta strategi kolaboratif yang diterapkan oleh para aktor. Ketiga aspek 

tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kerja yang 

terkoordinasi, efektif, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan 

perlindungan korban secara menyeluruh. 

4.1.1.2 Adanya Karakteristik Lembaga Pelaksana 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 yang 

dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza 

Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB 

Kota Medan, diketahui bahwa:  

“DP3APMPPKB telah memiliki pembagian tugas dan fungsi yang 

tersusun secara jelas dan terstruktur dalam organisasi. Kejelasan 

pembagian tugas ini tidak hanya terlihat pada aspek formal organisasi, 

tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan kerja di lapangan, di mana setiap 

bidang dan unit kerja telah memahami peran serta tanggung jawabnya 

masing-masing. Pembagian tugas tersebut memungkinkan setiap bidang 

atau unit kerja untuk menjalankan fungsinya secara spesifik dan terarah 

dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan 
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anak. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap unit dapat bekerja secara 

fokus sesuai dengan bidangnya tanpa terjadi tumpang tindih peran, 

sehingga proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, kejelasan ini juga mendukung terciptanya koordinasi 

yang lebih baik antar bidang, karena masing-masing pihak telah 

memahami posisi dan kontribusinya dalam sistem kerja yang ada”. 

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, 

yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, 

menjelaskan bahwa:  

“Pembagian tugas dan fungsi yang ada di lingkungan UPT telah 

tersusun secara sistematis, terarah, dan mengacu pada struktur organisasi 

serta ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap bidang dan unit 

kerja telah memiliki peran yang spesifik dan jelas, sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, 

kejelasan pembagian tugas ini sangat membantu dalam memastikan bahwa 

setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara 

efektif, terkoordinasi, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, dengan adanya struktur kerja yang jelas, setiap unit dapat lebih 

fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dan 

berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan 

perlindungan perempuan dan anak”. 

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa: 

“Pembagian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pimpinan 

serta peraturan yang berlaku telah dipahami dengan baik oleh seluruh 

pihak di lingkungan UPT. Ia menjelaskan bahwa masing-masing unit kerja 

telah mengetahui secara jelas batasan kewenangan serta tanggung 

jawabnya, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih 

terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 

Kondisi ini juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi 
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serta memperlancar proses koordinasi antar bidang, karena setiap pihak 

telah memahami peran dan fungsinya dalam sistem kerja yang ada”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa: 

“kejelasan pembagian tugas dan fungsi memberikan dampak yang 

signifikan terhadap kinerja di lapangan. Ia menyampaikan bahwa setiap 

bidang dapat bekerja sesuai dengan peran masing-masing tanpa 

mengalami kebingungan ataupun hambatan dalam menjalankan tugas. 

Selain itu, kejelasan tersebut juga mendorong terciptanya kerja sama yang 

lebih efektif antar unit kerja, karena setiap pihak telah memahami 

kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak. Dengan demikian, pelaksanaan tugas menjadi lebih 

terarah, efisien, dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat”. 

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, koordinasi 

internal antar bidang dilakukan melalui berbagai mekanisme komunikasi 

yang terstruktur dan berkelanjutan. Koordinasi ini tidak hanya dilakukan 

secara formal, tetapi juga melalui media komunikasi yang lebih fleksibel 

guna memastikan kelancaran pertukaran informasi antar pegawai. Hal ini 

menjadi penting agar setiap bidang dan unit kerja dapat saling terhubung 

serta memahami perkembangan tugas dan penanganan kasus secara real 

time. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, 

S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas DP3APMPPKB Kota 

Medan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 

Maret 2026, ia menjelaskan bahwa: 

“Koordinasi internal dilakukan melalui rapat koordinasi secara 

berkala serta komunikasi melalui grup WhatsApp yang melibatkan 

pegawai pada masing-masing bidang maupun unit kerja. Melalui rapat 

koordinasi, setiap bidang dapat menyampaikan laporan, kendala, serta 
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perkembangan pelaksanaan tugas secara langsung. Sementara itu, 

komunikasi melalui grup WhatsApp digunakan untuk mempercepat 

penyampaian informasi, koordinasi harian, serta tindak lanjut terhadap 

permasalahan yang muncul, sehingga proses kerja dapat berjalan lebih 

efektif, responsif, dan terkoordinasi dengan baik.” 

Sejalan dengan keterangan dari Kepala UPT Perlindungan 

Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, 

S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:  

“Koordinasi internal dilaksanakan secara terencana dan 

berkelanjutan melalui rapat berkala yang melibatkan seluruh bidang dan 

unit kerja terkait. Ia menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi forum 

utama dalam membahas perkembangan pelaksanaan tugas, mengevaluasi 

kinerja, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang muncul di lapangan. Melalui rapat ini, setiap bidang dapat 

menyampaikan laporan, kendala, serta kebutuhan yang dihadapi, sehingga 

tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan tugas. Selain 

itu, komunikasi internal juga diperkuat melalui penggunaan grup 

WhatsApp yang berfungsi sebagai media komunikasi cepat dan responsif, 

sehingga setiap informasi dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti 

oleh masing-masing unit kerja, terutama untuk hal-hal yang bersifat 

mendesak”. 

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa: 

“Kombinasi antara rapat berkala dan komunikasi melalui grup 

WhatsApp sangat efektif dalam memperlancar koordinasi internal. Ia 

menjelaskan bahwa rapat berkala digunakan sebagai wadah pembahasan 

yang bersifat formal, terstruktur, dan mendalam, khususnya dalam 

mengevaluasi kinerja serta merumuskan langkah-langkah strategis. 

Sementara itu, grup WhatsApp dimanfaatkan sebagai media komunikasi 

harian yang fleksibel untuk berbagi informasi, melakukan koordinasi 

tugas, serta menyampaikan arahan secara cepat tanpa harus menunggu 
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pertemuan formal. Dengan adanya dua mekanisme tersebut, alur 

komunikasi menjadi lebih dinamis, efisien, dan tidak terhambat oleh 

keterbatasan waktu maupun jarak”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:  

“Mekanisme koordinasi internal yang dilakukan melalui rapat 

berkala dan grup WhatsApp memberikan dampak yang sangat positif 

terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Ia menyampaikan bahwa melalui 

rapat berkala, setiap pegawai dapat memahami arah kebijakan, pembagian 

tugas, serta prioritas kerja secara lebih jelas dan terarah. Sedangkan 

melalui grup WhatsApp, koordinasi dapat dilakukan secara langsung dan 

real time, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditangani tanpa 

adanya keterlambatan. Hal ini menjadikan proses kerja lebih cepat, 

responsif, dan terkoordinasi dengan baik, serta mampu meningkatkan 

efektivitas dalam penanganan berbagai kasus yang berkaitan dengan 

perlindungan perempuan dan anak’. 

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih 

terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan ketersediaan sumber 

daya, baik dari aspek sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. 

Keterbatasan ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya 

mengoptimalkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, terutama 

dalam memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, 

dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan 1, yaitu 

Bapak Viza Fandhana, S.E, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa: 

“Dari sisi ketersediaan sumber daya, hingga saat ini masih terdapat 

beberapa kendala yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan 

kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai dan masih 

memerlukan perbaikan serta peningkatan kualitas. Selain itu, jumlah 

sumber daya manusia yang tersedia juga dinilai masih terbatas dan belum 

sebanding dengan kebutuhan pelayanan di lapangan, sehingga diperlukan 
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adanya penambahan tenaga yang kompeten dan profesional. Kondisi 

tersebut tentu memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas, khususnya 

dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan optimal kepada korban. 

Dalam beberapa situasi, keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas 

penanganan kasus, baik dari segi waktu respons maupun kualitas layanan 

yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan 

dalam memperbaiki dan memperkuat ketersediaan sumber daya, baik 

melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penambahan dan 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, 

pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan 

mampu memenuhi kebutuhan korban secara maksimal.” 

Menurut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan 

dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai 

Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 

11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:  

“Dari sisi sarana dan prasarana masih terdapat beberapa fasilitas 

yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat menunjang pelaksanaan 

tugas secara lebih optimal. Ia menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas 

yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada korban, baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun 

efektivitas proses penanganan kasus. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa 

jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih belum 

mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan yang terus 

meningkat. Tidak hanya dari segi kuantitas, kompetensi sumber daya 

manusia juga dinilai masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, 

pembinaan, serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, sehingga 

mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan 

berorientasi pada kebutuhan korban”. 

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperkuat oleh Kasubag 

TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu 

Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang 

menyampaikan bahwa:  

“Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga kerja 

merupakan kendala nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-
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hari. Ia menjelaskan bahwa fasilitas yang belum sepenuhnya memadai 

dapat mempengaruhi kenyamanan korban dalam menerima layanan serta 

menghambat efektivitas kerja pegawai. Di sisi lain, keterbatasan jumlah 

pegawai juga menyebabkan meningkatnya beban kerja, sehingga 

berdampak pada intensitas dan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh 

karena itu, menurutnya diperlukan adanya upaya perbaikan fasilitas serta 

penambahan tenaga kerja yang tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi 

juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:  

“Selain keterbatasan jumlah sumber daya manusia, peningkatan 

kompetensi menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kualitas 

pelayanan. Ia menyampaikan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak membutuhkan kemampuan khusus, seperti 

pemahaman mendalam terhadap kasus, keterampilan dalam melakukan 

pendekatan kepada korban, serta kemampuan dalam berkoordinasi dengan 

berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui 

pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan 

sangat diperlukan agar setiap petugas dapat memberikan pelayanan yang 

lebih berkualitas, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan korban”. 

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan 

bahwa karakteristik lembaga pelaksana dalam kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak telah menunjukkan struktur organisasi yang jelas, 

sistem kerja yang terarah, serta mekanisme koordinasi internal yang 

berjalan efektif dan adaptif. Kejelasan pembagian tugas dan fungsi yang 

dimiliki oleh DP3APMPPKB dan UPT PPA menjadi fondasi utama dalam 

pelaksanaan kebijakan, di mana setiap bidang dan unit kerja telah 

memahami peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Kondisi ini memungkinkan pelaksanaan tugas berjalan secara sistematis, 
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terkoordinasi, dan minim tumpang tindih, sehingga mendukung 

terciptanya kinerja yang lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, karakteristik lembaga juga ditunjukkan melalui pola 

koordinasi internal yang memadukan mekanisme formal dan informal, 

yaitu melalui rapat koordinasi berkala serta komunikasi berbasis teknologi 

seperti grup WhatsApp. Kombinasi mekanisme ini mencerminkan adanya 

fleksibilitas dan responsivitas organisasi dalam menjaga alur komunikasi 

yang cepat dan berkelanjutan, sehingga setiap informasi, permasalahan, 

dan perkembangan kasus dapat segera ditindaklanjuti secara bersama. 

Dengan demikian, koordinasi internal tidak hanya bersifat administratif, 

tetapi juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat sinergi antar 

bidang dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. 

Namun demikian, di balik karakteristik organisasi yang sudah 

cukup kuat tersebut, masih terdapat keterbatasan yang menjadi tantangan 

dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait dengan ketersediaan 

sumber daya. Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya 

manusia yang belum memadai, ditambah dengan kebutuhan peningkatan 

kompetensi, menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih perlu 

diperkuat. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan, terutama 

dalam memberikan respons yang cepat, tepat, dan menyeluruh kepada 

korban. 
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa karakteristik lembaga 

pelaksana telah mencerminkan organisasi yang terstruktur, terkoordinasi, 

dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan kebijakan. Namun, untuk 

mencapai pelaksanaan yang lebih optimal, diperlukan upaya penguatan 

kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber 

daya, sehingga mampu mendukung pelayanan yang lebih profesional, 

efektif, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi 

korban. 

4.1.1.3 Adanya Kepatuhan dan Responsivitas 

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku 

Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, diketahui 

bahwa pelaksanaan layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional 

prosedur (SOP) yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh informan 1, 

yaitu: 

“Pelaksanaan layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak telah dilaksanakan dengan mengacu secara konsisten 

pada standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi yang berlaku. 

Setiap tahapan penanganan, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan 

korban, hingga proses pemulihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara 

terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

berpedoman pada SOP tersebut, petugas juga memiliki panduan yang jelas 

dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu memberikan layanan yang 

profesional, tepat sasaran, serta berorientasi pada perlindungan dan 

kepentingan terbaik bagi korban.” 



56 

 

 

 

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, 

yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, 

menjelaskan bahwa:  

“Dalam pelaksanaan penanganan kasus, seluruh petugas telah 

berpedoman secara konsisten pada standar operasional prosedur (SOP) 

yang berlaku. Ia menguraikan bahwa setiap tahapan penanganan, mulai 

dari penerimaan laporan, proses pendampingan korban, hingga tindak 

lanjut dan pemulihan, dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah 

ditetapkan. Menurutnya, penerapan SOP tersebut berjalan dengan baik 

tanpa hambatan yang signifikan, karena setiap petugas telah memahami 

tugas dan mekanisme kerja yang harus dijalankan. Dengan adanya 

pemahaman yang baik terhadap SOP, proses penanganan kasus dapat 

berlangsung secara tertib, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip 

perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban”. 

Hal tersebut selanjutnya diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa: 

“SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta regulasi yang 

berlaku telah menjadi acuan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh 

pegawai. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak terdapat 

kendala yang berarti karena setiap pegawai telah terbiasa bekerja sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, keberadaan SOP juga 

memberikan kemudahan dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja, 

karena setiap kegiatan memiliki standar yang jelas dan terukur, sehingga 

pelaksanaan tugas dapat dipantau secara sistematis”. 

Sejalan dengan hal tersebut, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu 

Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:  
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“Penerapan SOP dalam penanganan kasus memberikan dampak 

yang sangat positif terhadap kualitas pelayanan. Ia menyampaikan bahwa 

dengan adanya SOP, setiap tahapan kerja menjadi lebih terstruktur, terarah, 

dan mudah dipahami oleh petugas, sehingga tidak menimbulkan 

kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, tidak 

ditemukannya kendala dalam penerapan SOP menunjukkan bahwa 

prosedur yang ada telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, 

serta dapat dijalankan secara efektif oleh seluruh petugas. Dengan 

demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih optimal, konsisten, dan 

mampu memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh”. 

Dengan adanya SOP, setiap proses penanganan tidak dilakukan 

secara sembarangan, melainkan mengikuti alur yang telah ditetapkan 

sehingga menjamin konsistensi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada korban. Pedoman ini juga membantu petugas dalam 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sejak awal hingga akhir 

penanganan kasus, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur maupun 

kekosongan layanan.  

Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang 

PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, berdasarkan hasil 

wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, juga 

menjelaskan bahwa: 

“Proses penanganan kasus dilaksanakan secara sistematis dan 

berpedoman pada tahapan yang telah ditetapkan, yang dimulai dari tahap 

pengaduan atau pelaporan sebagai pintu masuk penanganan kasus. 

Selanjutnya dilakukan assessment awal guna mengidentifikasi kondisi, 

kebutuhan, serta tingkat urgensi penanganan yang diperlukan oleh korban. 

Berdasarkan hasil assessment tersebut, kemudian disusun rencana 

intervensi yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan korban 

secara komprehensif. 

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan intervensi yang mencakup 

berbagai bentuk layanan, seperti pendampingan, bantuan medis, 

psikologis, maupun dukungan sosial sesuai dengan hasil perencanaan. 

Setelah intervensi dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara 
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berkala untuk menilai perkembangan kondisi korban serta efektivitas 

layanan yang diberikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

setiap langkah penanganan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Selanjutnya, apabila kondisi korban telah dinilai stabil dan 

kebutuhan penanganan telah terpenuhi, maka dilakukan tahap terminasi 

kasus sebagai penutup dari rangkaian penanganan. Setiap tahapan tersebut 

dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang jelas, sehingga 

penanganan kasus dapat berlangsung secara bertahap, terukur, dan 

berkelanjutan. Melalui proses ini, kebutuhan korban dapat diidentifikasi 

secara tepat sejak awal, ditindaklanjuti dengan intervensi yang sesuai, 

serta dipantau secara menyeluruh hingga kasus dinyatakan selesai dan 

korban memperoleh perlindungan serta pemulihan secara optimal.” 

Menurut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan 

dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai 

Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 

11 Maret 2026, menjelaskan bahwa: 

“Dalam pelaksanaan penanganan kasus, kecepatan respon sangat 

ditentukan oleh tingkat urgensi atau kedaruratan kasus yang dilaporkan. Ia 

menguraikan bahwa setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti 

dengan mengacu pada tahapan penanganan yang telah ditetapkan, dimulai 

dari proses pengaduan atau pelaporan sebagai langkah awal, kemudian 

dilanjutkan dengan assessment awal atau identifikasi kasus untuk 

memahami kondisi, latar belakang, serta kebutuhan korban secara 

menyeluruh. Berdasarkan hasil assessment tersebut, selanjutnya disusun 

rencana intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, kemudian 

dilaksanakan intervensi, diikuti dengan proses monitoring dan evaluasi 

secara berkala, hingga pada tahap akhir yaitu terminasi kasus. Ia juga 

menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan berorientasi pada hasil 

assessment, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. 

Menurutnya, secara umum tanggapan dan tingkat kepuasan korban 

terhadap layanan yang diberikan selama ini tergolong cukup baik, yang 

menunjukkan bahwa mekanisme penanganan telah berjalan secara 

efektif”. 

Keterangan tersebut selanjutnya diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 
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yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa:  

“Proses penanganan kasus telah berjalan sesuai dengan mekanisme 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap serta terstruktur. Ia 

menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan, petugas selalu 

mempertimbangkan kondisi dan tingkat kedaruratan kasus, sehingga 

penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas. 

Selain itu, layanan yang diberikan kepada korban disesuaikan dengan hasil 

assessment yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kebutuhan korban 

dapat terpenuhi secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa respon 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama ini cenderung 

positif, yang menunjukkan bahwa proses penanganan yang dilakukan telah 

mampu memberikan manfaat dan kepuasan bagi korban”. 

Selanjutnya, hasil keterangan dari Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, 

yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:  

“Berdasarkan pengetahuannya, proses penanganan kasus 

dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditentukan, mulai dari pengaduan 

hingga terminasi kasus. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, 

setiap kasus ditangani sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi korban 

yang telah diidentifikasi melalui assessment oleh tim terkait. Menurutnya, 

layanan yang diberikan telah disesuaikan dengan hasil assessment 

tersebut, sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan korban 

secara lebih tepat. Ia juga menyampaikan bahwa secara umum tanggapan 

terhadap pelayanan yang diberikan cukup baik, meskipun tetap diperlukan 

adanya upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan agar 

pelayanan yang diberikan dapat semakin optimal dan responsif terhadap 

kebutuhan korban. 

Selain itu, DP3APMPPKB juga melaksanakan pengawasan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan layanan secara berkala sebagai upaya untuk 

menjaga kualitas pelayanan serta memastikan bahwa setiap kegiatan 

berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dan 

pengawasan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja 
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organisasi serta mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki 

dalam pelaksanaan layanan. 

Sebagaimana disampaikan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza 

Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA, berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026,  yang 

menjelaskan bahwa: 

“Evaluasi dilakukan melalui kuesioner kepuasan masyarakat, yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan. Melalui kuesioner tersebut, kami dapat 

memperoleh masukan, kritik, dan saran yang menjadi bahan perbaikan ke 

depan. Sementara itu, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh atasan 

hingga Kepala Dinas, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dipantau 

secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya pengawasan yang 

berlapis ini, diharapkan pelaksanaan layanan dapat berjalan sesuai dengan 

prosedur, serta mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat.” 

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas 

Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:  

“Evaluasi terhadap pelayanan dilaksanakan secara terstruktur 

dengan menggunakan kuesioner kepuasan masyarakat sebagai instrumen 

utama dalam mengukur kualitas layanan yang diberikan. Ia menguraikan 

bahwa melalui kuesioner tersebut, instansi dapat memperoleh gambaran 

secara langsung mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang telah diberikan, sekaligus mengidentifikasi berbagai 

masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan 

perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, ia juga menegaskan 

bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan layanan dilakukan secara 

berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Kepala Dinas, serta 

melibatkan instansi pembina di tingkat yang lebih tinggi seperti Dinas 

DP3AKB Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga lembaga 

pengawas di tingkat pusat seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
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(KPAI). Menurutnya, sistem pengawasan yang berlapis ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa seluruh pelaksanaan layanan berjalan sesuai dengan 

ketentuan, standar operasional, serta prinsip akuntabilitas yang telah 

ditetapkan”. 

Keterangan tersebut selanjutnya diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa:  

“Evaluasi melalui kuesioner kepuasan masyarakat merupakan salah 

satu mekanisme penting dalam mengetahui secara langsung tanggapan 

penerima layanan terhadap kinerja yang diberikan oleh instansi. Ia 

menjelaskan bahwa hasil dari kuesioner tersebut tidak hanya dijadikan 

sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan 

dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Di sisi lain, 

pengawasan yang dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi 

dan pusat menunjukkan adanya sistem kontrol yang kuat dan terintegrasi, 

sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dipantau secara menyeluruh dan 

dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

Selanjutnya, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:  

“Evaluasi layanan dilakukan melalui pengisian kuesioner kepuasan 

masyarakat yang diberikan kepada penerima layanan setelah proses 

pelayanan selesai. Ia menjelaskan bahwa melalui kuesioner tersebut, 

instansi dapat mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah 

memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan 

juga dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, sehingga 

pelaksanaan tugas di setiap bidang dapat terus dipantau, diarahkan, dan 

dievaluasi secara berkala. Menurutnya, mekanisme evaluasi dan 

pengawasan ini sangat membantu dalam menjaga kualitas pelayanan agar 

tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta 

mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan”. 
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Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah 

menunjukkan tingkat kepatuhan dan responsivitas yang tinggi terhadap 

standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi yang berlaku. 

Kepatuhan tersebut tercermin dari konsistensi seluruh petugas dalam 

menjalankan setiap tahapan penanganan kasus secara sistematis, mulai 

dari proses pengaduan, assessment, perencanaan intervensi, pelaksanaan 

intervensi, hingga monitoring, evaluasi, dan terminasi kasus. Seluruh 

tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah 

ditetapkan, sehingga menjamin proses penanganan yang terarah, terukur, 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Selain itu, responsivitas lembaga juga terlihat dari kemampuan 

dalam menyesuaikan kecepatan dan bentuk penanganan berdasarkan 

tingkat kedaruratan serta kebutuhan korban. Setiap kasus ditangani dengan 

mempertimbangkan kondisi dan urgensi yang dihadapi, sehingga 

pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan berorientasi 

pada kepentingan terbaik bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

adaptif terhadap situasi dan kebutuhan di lapangan. 

Di sisi lain, kepatuhan terhadap SOP juga didukung oleh adanya 

pemahaman yang baik dari seluruh petugas, sehingga tidak ditemukan 

kendala yang berarti dalam penerapannya. Kejelasan prosedur yang ada 

mampu mempermudah pelaksanaan tugas, menghindari kesalahan dalam 
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penanganan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. 

Kondisi ini turut berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat yang 

cenderung positif terhadap layanan yang diberikan. 

Selanjutnya, aspek responsivitas juga diperkuat melalui mekanisme 

evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan 

berjenjang. Evaluasi melalui kuesioner kepuasan masyarakat memberikan 

ruang bagi penerima layanan untuk menyampaikan penilaian, kritik, dan 

saran, yang kemudian dijadikan sebagai dasar perbaikan layanan. 

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan mulai dari atasan langsung 

hingga instansi pembina di tingkat provinsi dan pusat menunjukkan 

adanya sistem kontrol yang kuat, transparan, dan akuntabel. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap SOP 

yang diiringi dengan responsivitas dalam pelaksanaan layanan serta 

didukung oleh sistem evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, 

menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, 

profesional, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan 

kebutuhan korban secara optimal. 

4.1.1.4  Adanya Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga 

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan 

pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku 

Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, diketahui 

bahwa komunikasi kebijakan kepada masyarakat dilakukan melalui 
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kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah. Informan 1 menyampaikan 

bahwa: 

“Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dilakukan melalui 

kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan agar masyarakat 

memahami mekanisme pelaporan serta layanan yang tersedia bagi korban 

kekerasan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga dilakukan melalui 

mekanisme rujukan layanan. Apabila korban membutuhkan layanan 

tertentu yang tidak dapat diberikan oleh DP3APMPPKB, maka korban 

akan dirujuk ke instansi yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk 

memberikan layanan tersebut. 

Pertukaran informasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai 

media komunikasi, seperti surat resmi maupun komunikasi melalui grup 

WhatsApp yang melibatkan pihak-pihak terkait. Ketika terdapat laporan 

kasus yang masuk, DP3APMPPKB akan melakukan assessment terhadap 

korban untuk mengetahui kebutuhan layanan yang diperlukan. 

Selanjutnya, informasi mengenai layanan yang akan diberikan juga 

disampaikan kepada korban sebagai bentuk transparansi dan koordinasi 

dalam proses penanganan kasus”. 

Menurut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan 

dan Anak DP3AMPPPKB yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai 

Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 

11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:  

“Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dilakukan secara aktif 

melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai wilayah, seperti 

tingkat kelurahan dan kecamatan. Ia menegaskan bahwa kegiatan 

sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai mekanisme pelaporan serta jenis layanan yang 

tersedia bagi korban kekerasan. Selain itu, dalam pelaksanaan penanganan 

kasus, koordinasi antar lembaga juga dilakukan melalui mekanisme 

rujukan layanan. Ia menjelaskan bahwa apabila terdapat kebutuhan 

layanan yang tidak dapat dipenuhi oleh UPT, maka korban akan dirujuk ke 

instansi lain yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang sesuai. Lebih 

lanjut, ia juga menyampaikan bahwa pertukaran informasi antar lembaga 

dilakukan melalui berbagai media, seperti surat resmi maupun komunikasi 

melalui grup WhatsApp yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurutnya, 

ketika terdapat laporan kasus yang masuk, dilakukan assessment untuk 

mengidentifikasi kebutuhan korban, kemudian informasi terkait layanan 
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yang akan diberikan juga disampaikan kepada korban sebagai bentuk 

transparansi dan koordinasi dalam proses penanganan”. 

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT 

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB yaitu Ibu Wasni 

Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan 

bahwa:  

“Komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui kegiatan 

sosialisasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak. Ia 

menjelaskan bahwa melalui sosialisasi tersebut, masyarakat menjadi lebih 

mengetahui prosedur pelaporan serta akses layanan yang tersedia. Selain 

itu, mekanisme rujukan antar lembaga juga dinilai sangat membantu dalam 

memastikan bahwa setiap korban mendapatkan layanan sesuai 

kebutuhannya. Ia menambahkan bahwa pertukaran informasi yang 

dilakukan melalui surat resmi dan media komunikasi seperti WhatsApp 

mempermudah koordinasi antar pihak, sehingga penanganan kasus dapat 

dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi”. 

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA yaitu Ibu Yusmila 

sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:  

“Menurutnya penyampaian informasi kepada masyarakat 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat wilayah, seperti kelurahan 

dan kecamatan, sehingga masyarakat dapat memahami mekanisme 

pelaporan dan layanan yang tersedia. Ia juga menjelaskan bahwa dalam 

penanganan kasus, apabila terdapat kebutuhan layanan tertentu, korban 

dapat dirujuk ke instansi lain yang berwenang. Selain itu, pertukaran 

informasi antar pihak biasanya dilakukan melalui media komunikasi 

seperti WhatsApp maupun surat resmi, sehingga koordinasi dapat berjalan 

dengan lebih cepat dan efektif. Menurutnya, mekanisme tersebut 

membantu dalam memperlancar proses penanganan kasus serta 

memastikan bahwa kebutuhan korban dapat terpenuhi dengan baik”. 

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan 

bahwa komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan 
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kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah berjalan secara efektif, 

terstruktur, dan saling terintegrasi. Hal ini terlihat dari adanya upaya 

penyampaian kebijakan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi 

yang dilakukan secara langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan, 

sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

mekanisme pelaporan serta akses layanan yang tersedia bagi korban 

kekerasan. 

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menunjukkan adanya 

sistem kerja yang kolaboratif melalui mekanisme rujukan layanan. Setiap 

instansi tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi sesuai 

dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing, sehingga kebutuhan 

korban dapat terpenuhi secara menyeluruh. Mekanisme rujukan ini 

mencerminkan adanya sinergi yang kuat antar aktor dalam memastikan 

bahwa korban memperoleh layanan yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Di sisi lain, pertukaran informasi antar lembaga dilakukan melalui 

berbagai media komunikasi, baik secara formal melalui surat resmi 

maupun secara cepat dan responsif melalui grup WhatsApp. Hal ini 

menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga adaptif terhadap kebutuhan di lapangan, sehingga koordinasi dapat 

dilakukan secara real time dan lebih efisien. Proses assessment yang 

dilakukan terhadap setiap kasus serta penyampaian informasi kepada 
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korban juga menunjukkan adanya prinsip transparansi dalam penanganan 

kasus. 

Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi yang terjalin tidak 

hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas antar lembaga, tetapi juga 

berkontribusi dalam menciptakan penanganan kasus yang lebih cepat, 

terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Kondisi ini menegaskan 

bahwa sistem komunikasi dan koordinasi yang dibangun telah mampu 

mendukung efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan 

dan anak secara optimal. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Dampak Kebijakan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 Ibu Riska Sugiarto 

selaku masyarakat penerima layanan, diketahui bahwa layanan yang diberikan 

oleh UPT PPA memberikan dampak positif terhadap kondisi emosional dan 

psikologis korban. Sebagaimana disampaikan oleh informan 5: 

“Saya merasa dari awalnya tidak tahu bagaimana menghadapi 

masalah yang saya alami dan sering merasa emosi serta stres, tetapi setelah 

mendapatkan pelayanan dari UPT PPA saya mulai memahami bahwa 

pelayanan yang diberikan benar-benar membantu.” 

Selain itu, informan 5 juga merasakan adanya perubahan positif setelah 

menerima layanan tersebut. Informan 5 juga menyampaikan bahwa: 

“Melalui pelayanan yang saya terima, saya merasakan adanya 

perubahan yang cukup signifikan dalam diri saya, terutama dalam hal 

kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi. Jika sebelumnya saya 

cenderung sulit mengatur perasaan, kini saya menjadi lebih mampu 

memahami dan menenangkan diri dalam berbagai situasi. Selain 

memberikan rasa aman, pelayanan tersebut juga membantu saya 

membangun kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Saya merasa 
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lebih yakin terhadap diri sendiri, lebih kuat secara mental, serta lebih siap 

untuk menjalani kehidupan ke depan dengan lebih positif.” 

Dalam hal pelayanan yang diberikan, informan menilai bahwa layanan 

yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang dialami. Sebagaimana disampaikan 

oleh informan 5: 

“Selama saya mendapatkan pelayanan, penanganan yang diberikan 

sesuai dengan yang saya butuhkan dan mudah untuk dipahami serta 

dilakukan. melalui proses pendampingan tersebut saya memperoleh 

banyak pengetahuan dan pembelajaran baru yang sebelumnya tidak saya 

ketahui. Bahkan saya sempat merasa menyesal karena baru menyadari 

pentingnya hal-hal tersebut sekarang, karena menurut saya jika sejak dulu 

memahami hal tersebut mungkin ia sudah dapat merasakan ketenangan 

lebih awal. Dengan adanya layanan tersebut, saya merasakan perubahan 

positif berupa meningkatnya ketenangan dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari.” 

Berdasarkan keterangan dari narasumber dapat dikatakan bahwa layanan 

yang diberikan oleh UPT PPA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penanganan 

kasus semata, tetapi juga berperan sebagai sarana pemulihan yang mampu 

memberikan dampak nyata terhadap kondisi psikologis dan emosional korban. 

Layanan tersebut terbukti mampu membantu korban dalam memahami 

permasalahan yang dihadapi, mengelola emosi secara lebih baik, serta 

membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri yang sebelumnya terganggu. 

Selain itu, kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan 

korban menunjukkan bahwa proses penanganan telah dilakukan secara tepat 

sasaran dan responsif. Hal ini terlihat dari kemampuan layanan dalam 

memberikan pemahaman baru, pembelajaran, serta pendampingan yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga korban tidak hanya 
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mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga bekal untuk menghadapi kondisi ke 

depan. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelayanan yang diberikan tidak 

hanya berdampak pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga 

berkontribusi dalam proses pemulihan yang berkelanjutan, memperkuat kondisi 

mental, serta meningkatkan kualitas hidup korban secara keseluruhan. 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan 

perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) di Kota Medan dapat dianalisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, khususnya pada dimensi 

konteks implementasi (context of implementation). Dimensi ini mencakup 

beberapa aspek penting, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, 

karakteristik lembaga pelaksana, kepatuhan dan responsivitas, serta komunikasi 

dan koordinasi antar lembaga dan penerima manfaat. 

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor 

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh 

Merilee S. Grindle Dalam karyanya Politics and Policy Implementation in 

the Third World (1980), salah satu aspek krusial dalam konteks 

implementasi adalah dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 

yang terlibat. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan 

tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh 
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bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi memiliki 

kepentingan, memanfaatkan kekuasaan, serta merumuskan strategi dalam 

menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, aktor implementasi tidak 

bersifat netral, melainkan memiliki peran aktif dalam menentukan arah 

dan keberhasilan kebijakan melalui interaksi, negosiasi, dan koordinasi 

antar lembaga. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, Van Meter dan Van Horn juga 

menekankan bahwa koordinasi antar organisasi serta kejelasan pembagian 

peran merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas 

implementasi kebijakan. Tanpa adanya koordinasi yang baik dan 

pembagian tugas yang jelas, implementasi kebijakan berpotensi 

mengalami hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, konflik 

kepentingan, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program. 

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa 

implementasi kebijakan akan berjalan secara optimal apabila terdapat 

keselarasan kepentingan antar aktor, kejelasan distribusi kewenangan, 

serta adanya strategi koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan. 

Keselarasan kepentingan menjadi kunci utama karena akan mendorong 

setiap aktor untuk bekerja menuju tujuan yang sama, sedangkan kejelasan 

kewenangan akan meminimalisir konflik peran dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan. 
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa 

dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam implementasi 

kebijakan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

di DP3APMPPKB Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui 

berbagai forum seperti rapat koordinasi lintas sektor, rapat teknis, serta 

gelar kasus yang secara rutin melibatkan berbagai instansi terkait, seperti 

kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, serta lembaga lainnya. Melalui 

forum-forum tersebut, setiap aktor dapat saling bertukar informasi, 

menyampaikan perkembangan kasus, serta merumuskan strategi 

penanganan yang paling tepat bagi korban. 

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa setiap 

instansi yang terlibat telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing. DP3APMPPKB berperan sebagai 

koordinator utama dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, 

sementara kepolisian menangani aspek penegakan hukum, dinas kesehatan 

memberikan layanan medis, dan dinas sosial bertanggung jawab dalam 

rehabilitasi sosial. Kejelasan pembagian peran ini menjadi faktor penting 

yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan, karena mampu 

mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan 

efisiensi dalam penanganan kasus. 

Hal tersebut menunjukkan dari hasil penelitian juga tidak 

ditemukan adanya konflik kepentingan antar aktor yang terlibat. Hal ini 
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disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan yang dimiliki oleh seluruh pihak, 

yaitu memberikan perlindungan, pendampingan, serta pelayanan terbaik 

bagi korban KDRT. Kesamaan tujuan ini menciptakan hubungan kerja 

yang harmonis dan kolaboratif antar lembaga, sehingga setiap aktor dapat 

menjalankan perannya secara profesional tanpa dipengaruhi oleh 

kepentingan sektoral. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi aktor dalam implementasi kebijakan 

perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan telah mendukung 

pelaksanaan kebijakan secara optimal. Hal ini tercermin dari adanya 

koordinasi yang efektif, kejelasan pembagian kewenangan, serta 

keselarasan kepentingan antar aktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

aspek konteks implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Grindle telah 

terpenuhi dengan baik, sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan 

kebijakan secara lebih efektif dan terarah. 

2) Karakteristik Lembaga pelaksana  

Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle Dalam karyanya Politics and 

Policy Implementation in the Third World (1980), karakteristik lembaga 

pelaksana merupakan salah satu aspek penting dalam konteks 

implementasi kebijakan yang mencakup struktur organisasi, kapasitas 

kelembagaan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga 

pelaksana. Grindle menekankan bahwa kualitas institusi pelaksana sangat 
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menentukan bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan 

nyata di lapangan. Lembaga yang memiliki struktur yang jelas, kapasitas 

yang memadai, serta sumber daya yang cukup akan lebih mampu 

menjalankan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan. 

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Edward III yang 

mengemukakan bahwa struktur birokrasi dan ketersediaan sumber daya 

merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 

Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi dan alur 

kerja, sementara ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, 

anggaran, maupun sarana dan prasarana, akan menentukan sejauh mana 

kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. 

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan 

lembaga pelaksana dalam berbagai aspek. Kesiapan tersebut tidak hanya 

mencakup kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas, tetapi juga 

meliputi kompetensi sumber daya manusia, kemampuan kelembagaan 

dalam mengelola program, serta dukungan sarana dan prasarana yang 

memadai. Dengan kata lain, semakin baik karakteristik lembaga 

pelaksana, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi 

kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa 

DP3APMPPKB Kota Medan sebagai lembaga pelaksana kebijakan 
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perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah 

memiliki struktur organisasi yang relatif jelas dan terorganisir dengan 

baik. Pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja telah tersusun secara 

sistematis sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga 

memudahkan dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan sebagai 

koordinator utama dalam pelayanan, khususnya dalam menangani kasus 

KDRT, mulai dari tahap penerimaan laporan, pendampingan korban, 

hingga proses rehabilitasi. 

Selain itu, instansi lain yang terlibat juga menjalankan perannya 

masing-masing sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa secara struktural, lembaga pelaksana telah memiliki 

sistem organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu. 

Kejelasan struktur dan pembagian peran ini juga berdampak positif 

terhadap efektivitas kerja, karena setiap aktor memahami tanggung 

jawabnya sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih terarah dan 

sistematis. 

Namun demikian, meskipun dari aspek struktur organisasi telah 

berjalan dengan baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih 

terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek kapasitas kelembagaan, 

khususnya terkait dengan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas. 

Keterbatasan jumlah tenaga pelaksana serta beban kerja yang cukup tinggi 

menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal 
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kepada korban. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam 

menangani kasus yang kompleks, seperti KDRT yang melibatkan aspek 

psikologis, sosial, dan hukum, juga masih perlu ditingkatkan melalui 

pelatihan dan penguatan kompetensi. 

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi 

tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas pendukung yang belum 

sepenuhnya memadai dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada korban, terutama dalam hal penanganan yang 

membutuhkan pendekatan khusus seperti rehabilitasi psikososial dan 

pendampingan jangka panjang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lembaga 

pelaksana dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di 

DP3APMPPKB Kota Medan secara umum sudah cukup baik dari segi 

struktur organisasi dan pembagian tugas. Namun, dari aspek kapasitas 

kelembagaan dan ketersediaan sumber daya masih perlu ditingkatkan agar 

implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun dimensi konteks implementasi menurut 

Grindle telah terpenuhi secara struktural, namun penguatan kapasitas 

institusional tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam 

meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan di masa mendatang. 

 

3) Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana  
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Dalam kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan 

oleh Merilee S. Grindle Dalam karyanya Politics and Policy 

Implementation in the Third World (1980), kepatuhan (compliance) dan 

responsivitas (responsiveness) merupakan indikator penting dalam menilai 

keberhasilan implementasi kebijakan. Kepatuhan merujuk pada sejauh 

mana para pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 

dengan ketentuan, prosedur, serta standar operasional yang telah 

ditetapkan. Sementara itu, responsivitas berkaitan dengan kemampuan 

pelaksana dalam memahami, menanggapi, serta menyesuaikan pelayanan 

terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. 

Dalam teori yang dikemukakan oleh Edward III, juga menekankan 

bahwa disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ini 

mencerminkan komitmen, kesungguhan, serta kemauan pelaksana dalam 

menjalankan kebijakan secara optimal. Pelaksana yang memiliki sikap 

positif, empati, dan tanggung jawab yang tinggi akan lebih mampu 

menjalankan kebijakan secara efektif dibandingkan dengan pelaksana 

yang kurang memiliki komitmen terhadap tugasnya. 

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi 

kebijakan akan berjalan secara efektif apabila pelaksana memiliki tingkat 

kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku serta mampu 

merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan adaptif. 

Kepatuhan yang tinggi akan menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan 
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sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan responsivitas yang 

baik akan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, khususnya korban KDRT 

yang memerlukan penanganan yang sensitif dan komprehensif. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa 

pelaksana kebijakan di DP3APMPPKB Kota Medan telah menjalankan 

tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya mekanisme penanganan kasus yang tersusun secara 

sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap penerimaan laporan, proses 

asesmen awal, pendampingan korban, hingga tahap rehabilitasi. Prosedur 

tersebut dijalankan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, 

sehingga menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang cukup baik dari 

para pelaksana dalam menjalankan kebijakan perlindungan terhadap 

korban KDRT. 

Selain itu, pelaksana kebijakan juga menunjukkan tingkat 

responsivitas yang cukup baik dalam menangani kasus. Hal ini tercermin 

dari kemampuan pelaksana dalam memberikan layanan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan korban, baik dalam bentuk pendampingan psikologis, 

bantuan medis, maupun dukungan sosial. Pelaksana juga berupaya untuk 

merespon setiap laporan secara cepat serta memberikan penanganan yang 

tepat sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi. Responsivitas ini 

menjadi sangat penting mengingat kasus KDRT seringkali melibatkan 
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kondisi korban yang rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga 

memerlukan penanganan yang cepat dan sensitif. 

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa tantangan yang memengaruhi optimalisasi kepatuhan dan 

responsivitas pelaksana. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan 

sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga pelaksana maupun fasilitas 

pendukung, yang dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek kepatuhan 

dan responsivitas, implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT 

di DP3APMPPKB Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik, 

terutama dalam hal pelaksanaan prosedur dan kemampuan merespon 

kebutuhan korban. Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih 

optimal, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya serta 

penguatan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kondisi 

korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator kepatuhan dan 

responsivitas telah terpenuhi secara umum, penguatan pada aspek 

pendukung tetap diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan 

lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan. 

4) Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga  

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, Edward III 

menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor kunci yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang 
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efektif berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan, arah, serta substansi 

kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana di lapangan. 

Tanpa adanya komunikasi yang baik, kebijakan berpotensi mengalami 

distorsi dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

tidak dapat tercapai secara optimal. 

Sejalan dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn juga 

menegaskan bahwa koordinasi antar organisasi merupakan elemen penting 

dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya pada 

kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan lintas sektor. Koordinasi 

yang baik akan menciptakan keselarasan tindakan antar lembaga, 

menghindari duplikasi tugas, serta memperkuat sinergi dalam mencapai 

tujuan kebijakan secara bersama-sama. 

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa 

komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga menjadi faktor 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. 

Terlebih dalam konteks kebijakan perlindungan terhadap kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT), yang melibatkan berbagai instansi seperti 

DP3APMPPKB, kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas sosial, maka 

integrasi komunikasi dan koordinasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat 

dihindari. Tanpa adanya komunikasi yang jelas dan koordinasi yang 

terstruktur, penanganan kasus berpotensi berjalan secara parsial dan tidak 

menyeluruh. 
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Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, menunjukkan 

bahwa komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam implementasi 

kebijakan perlindungan KDRT di Kota Medan telah berjalan dengan cukup 

baik. Hal ini tercermin dari adanya komunikasi yang intensif, baik secara 

formal maupun informal, antar instansi yang terlibat. Komunikasi formal 

diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi, rapat teknis, serta forum 

gelar kasus yang dilakukan secara berkala. Dalam forum tersebut, setiap 

instansi memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi, 

perkembangan kasus, serta kendala yang dihadapi dalam proses 

penanganan. 

Sementara itu, komunikasi informal juga turut mendukung 

kelancaran koordinasi, terutama dalam situasi yang membutuhkan 

penanganan cepat. Komunikasi yang bersifat fleksibel ini memungkinkan 

antar aktor untuk saling berkoordinasi secara langsung tanpa harus 

menunggu forum resmi, sehingga proses penanganan kasus dapat 

dilakukan secara lebih responsif dan efisien. 

Selanjutnya, pelaksanaan koordinasi yang baik ini memberikan 

dampak positif terhadap efektivitas penanganan kasus. Melalui koordinasi 

yang terjalin, setiap instansi dapat saling berbagi informasi secara terbuka, 

menyamakan persepsi terkait penanganan kasus, serta merumuskan 

langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban. Dengan 

adanya kesamaan persepsi dan arah tindakan, proses penanganan menjadi 

lebih terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial. 
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Selain itu, koordinasi yang baik juga memungkinkan pembagian 

peran antar lembaga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

setiap aspek penanganan korban, baik dari sisi hukum, medis, maupun 

sosial, dapat terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, korban tidak 

hanya mendapatkan perlindungan secara hukum, tetapi juga memperoleh 

dukungan pemulihan yang komprehensif. 

Namun demikian, meskipun komunikasi dan koordinasi telah 

berjalan dengan baik, tetap diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi 

dan meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga. Hal ini penting 

mengingat dinamika kasus KDRT yang kompleks dan membutuhkan 

penanganan yang cepat, tepat, serta berkelanjutan. Penguatan sistem 

komunikasi yang lebih terintegrasi serta peningkatan intensitas koordinasi 

dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas 

implementasi kebijakan di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan 

koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan perlindungan 

KDRT di Kota Medan telah menunjukkan kinerja yang baik dan 

mendukung terciptanya penanganan kasus yang terpadu. Kondisi ini 

sejalan dengan teori Edward III serta Van Meter dan Van Horn yang 

menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan. Meskipun demikian, penguatan dan pemeliharaan 
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kualitas komunikasi dan koordinasi tetap diperlukan agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan. 

 4.2.1 Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Penerima Manfaat 

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. 

Grindle, penerima manfaat merupakan bagian penting yang termasuk 

dalam dimensi konteks implementasi, khususnya pada aspek tingkat 

kepatuhan dan responsivitas masyarakat terhadap kebijakan. Grindle 

menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya 

bergantung pada pelaksana, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut 

diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Penerimaan 

masyarakat terhadap kebijakan akan menentukan sejauh mana kebijakan 

tersebut dapat memberikan dampak nyata. 

Selain itu, dalam konsep kebijakan publik, masyarakat sebagai 

penerima manfaat merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan. 

Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan 

kesejahteraan kelompok sasaran, dalam hal ini korban kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT). 

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa 

implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila penerima manfaat 

mampu mengakses layanan yang diberikan, memahami hak-haknya, serta 

merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Selain itu, tingkat 
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kepercayaan dan keterbukaan masyarakat juga menjadi faktor penting 

dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa 

penerima manfaat, khususnya korban KDRT di Kota Medan, telah 

merasakan adanya manfaat dari implementasi kebijakan yang dijalankan 

oleh DP3APMPPKB. Hal ini terlihat dari adanya layanan yang diberikan 

secara terpadu, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, 

pelayanan medis, serta rehabilitasi sosial. Layanan tersebut memberikan 

rasa aman dan perlindungan bagi korban dalam menghadapi situasi yang 

mereka alami. 

Selain itu, keberadaan UPT PPA sebagai unit pelayanan juga 

mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan. Korban yang 

sebelumnya mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus kini memiliki 

wadah yang lebih jelas dan terarah untuk mendapatkan perlindungan. Hal 

ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mampu menjangkau kelompok 

sasaran dan memberikan manfaat secara langsung. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek penerima 

manfaat, implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT di Kota 

Medan telah memberikan dampak positif bagi korban, terutama dalam hal 

akses layanan dan perlindungan. Namun, masih diperlukan upaya 

peningkatan dalam hal sosialisasi kebijakan, edukasi masyarakat, serta 

pendekatan yang lebih humanis terhadap korban agar tingkat penerimaan 
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dan partisipasi masyarakat dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 

pelaksana, tetapi juga oleh kesiapan dan keterbukaan masyarakat sebagai 

penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan terhadap 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor 

DP3APMPPKB Kota Medan secara normatif telah berjalan, namun secara 

substantif belum sepenuhnya mencapai efektivitas yang diharapkan. Hal 

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan 

realitas implementasi di lapangan. 

Jika dianalisis menggunakan perspektif Merilee S. Grindle Dalam 

karyanya Politics and Policy Implementation in the Third World (1980), 

pada dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, memang tidak 

ditemukan konflik kepentingan yang signifikan antar lembaga. Namun, 

kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan implementasi yang ideal. 

Justru, tidak adanya konflik tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

interaksi antar aktor masih berada pada level koordinatif administratif, 

belum sampai pada tahap kolaborasi strategis yang mampu mendorong 

inovasi dalam penanganan kasus. Dengan kata lain, sinergi yang terbangun 

cenderung bersifat prosedural, bukan transformasional. 
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Pada dimensi karakteristik lembaga pelaksana, DP3APMPPKB 

Kota Medan telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang 

jelas. Akan tetapi, kejelasan struktur ini belum sepenuhnya diimbangi 

dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Keterbatasan sumber daya 

manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menjadi indikator 

bahwa kemampuan institusional masih belum optimal. Hal ini berdampak 

pada belum maksimalnya jangkauan layanan, intensitas pendampingan, 

serta kualitas intervensi terhadap korban KDRT. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa persoalan implementasi tidak terletak pada “apa yang 

harus dilakukan”, tetapi pada “kemampuan untuk melaksanakan” 

kebijakan tersebut secara efektif. 

Selanjutnya, pada aspek kepatuhan dan responsivitas, pelaksana 

kebijakan pada dasarnya telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan. Namun, kepatuhan administratif ini belum sepenuhnya 

berbanding lurus dengan responsivitas substantif terhadap kebutuhan 

korban. Dalam beberapa kasus, respons yang diberikan masih bersifat 

reaktif, yaitu menunggu laporan masuk, bukan proaktif dalam melakukan 

pencegahan atau penjangkauan korban. Selain itu, faktor eksternal seperti 

stigma sosial, budaya patriarki, dan anggapan bahwa KDRT merupakan 

ranah privat, menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu 

menembus hambatan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi 

indikasi bahwa implementasi kebijakan masih lemah dalam dimensi 

sosial-kultural. 
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Sementara itu, pada dimensi komunikasi dan koordinasi antar 

lembaga, meskipun secara formal telah berjalan dengan baik melalui 

berbagai forum seperti rapat koordinasi dan gelar kasus, efektivitasnya 

masih perlu dipertanyakan. Koordinasi yang ada cenderung bersifat rutin 

dan formalistik, belum sepenuhnya didukung oleh sistem integrasi data 

yang kuat maupun mekanisme evaluasi berbasis hasil (outcome-based 

evaluation). Akibatnya, koordinasi yang dilakukan lebih berfokus pada 

proses, bukan pada dampak nyata terhadap perlindungan korban. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan masih menghadapi persoalan klasik dalam studi 

kebijakan publik, yaitu keterbatasan sumber daya dan rendahnya 

dukungan lingkungan sosial. Keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana 

menjadi hambatan internal, sementara rendahnya kesadaran masyarakat 

serta kuatnya stigma terhadap korban menjadi hambatan eksternal yang 

signifikan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor birokrasi, tetapi 

juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana kebijakan tersebut 

dijalankan. 

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan 

perlindungan terhadap KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan masih 

berada pada tahap “cukup berjalan” (adequate implementation), namun 

belum mencapai tahap “optimal” (effective implementation). Oleh karena 

itu, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar pelaksanaan 
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administratif menuju implementasi yang lebih substantif dan adaptif. Hal 

ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, pengembangan sistem koordinasi yang lebih 

terintegrasi, serta strategi yang lebih progresif dalam mengubah paradigma 

masyarakat terhadap isu KDRT. Tanpa adanya upaya tersebut, maka 

kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik berpotensi hanya menjadi 

formalitas administratif tanpa memberikan perubahan yang signifikan di 

lapangan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan terhadap tindakan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan secara 

normatif telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan, namun 

secara substantif belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas dalam mencapai 

tujuan kebijakan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan 

antara desain kebijakan (policy design) dengan realitas implementasi di lapangan 

(policy implementation gap). 

Meskipun telah terdapat mekanisme koordinasi antar lembaga yang relatif 

berjalan dengan baik, pembagian kewenangan yang jelas, serta sistem penanganan 

kasus yang terstruktur, implementasi kebijakan masih cenderung bersifat 

administratif dan prosedural. Orientasi pelaksanaan yang lebih menitikberatkan 

pada pemenuhan aspek formalitas birokrasi tersebut menyebabkan kebijakan 

belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak substantif, khususnya dalam 

memberikan perlindungan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi 

pada pemulihan korban secara holistik. 

selanjutnya, efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara 
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internal, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya kapasitas 

kelembagaan, serta keterbatasan dukungan anggaran menjadi kendala utama 

dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, secara eksternal, masih kuatnya 

stigma sosial terhadap korban, dominasi budaya patriarki, serta persepsi 

masyarakat yang menganggap KDRT sebagai ranah privat turut menjadi faktor 

yang menghambat efektivitas intervensi kebijakan di tingkat masyarakat. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh 

faktor struktural birokrasi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang 

berkembang di lingkungan masyarakat. 

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT 

di DP3APMPPKB Kota Medan dapat dikategorikan berada pada tahap 

“administratively compliant but substantively limited”, yaitu telah memenuhi 

aspek pelaksanaan secara administratif, namun belum sepenuhnya efektif dalam 

menghasilkan outcome yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

belum sepenuhnya mampu menjembatani antara tuntutan normatif kebijakan 

dengan kompleksitas realitas sosial di lapangan. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat komprehensif 

dan berkelanjutan, tidak hanya pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga 

pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, serta transformasi pendekatan implementasi kebijakan ke arah yang 

lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Selain itu, 

intervensi berbasis sosial dan kultural juga menjadi penting untuk mengubah 

paradigma masyarakat terhadap KDRT, sehingga implementasi kebijakan tidak 
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hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata 

dalam perlindungan perempuan dan anak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan 

perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

DP3APMPPKB Kota Medan, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut: 

a) Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, 

DP3APMPPKB Kota Medan perlu memperkuat kapasitas sumber daya 

manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, khususnya dalam 

penanganan kasus yang bersifat sensitif seperti KDRT. Selain itu, 

diperlukan penambahan jumlah tenaga pendamping serta peningkatan 

kualitas sarana dan prasarana agar pelayanan kepada korban dapat 

dilakukan secara lebih optimal dan profesional. 

b) Untuk mendukung manfaat praktis penelitian, DP3APMPPKB Kota 

Medan perlu meningkatkan alokasi anggaran serta memperkuat sinergi 

lintas sektor dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, 

dan dinas sosial. Kolaborasi ini perlu dilakukan secara lebih terstruktur 

dan berkelanjutan agar keterbatasan sumber daya yang ada dapat diatasi 

secara efektif serta pelayanan kepada korban dapat berjalan secara terpadu. 

c) Dalam meningkatkan komunikasi kebijakan kepada masyarakat, 

DP3APMPPKB perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan 

memanfaatkan berbagai media, baik secara langsung maupun digital, serta 
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melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme 

pelaporan, hak korban, serta layanan yang tersedia, sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan 

penanganan KDRT. 

d) Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi kebijakan secara 

berkelanjutan, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang 

lebih sistematis dan berbasis data. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara 

internal, tetapi juga melibatkan masukan dari masyarakat sebagai 

penerima layanan, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat lebih 

responsif terhadap kebutuhan korban. 

e) Untuk mendukung manfaat teoritis dan akademis, penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai 

implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan 

menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, serta memperluas 

lokasi penelitian agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. 

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih spesifik 

mengenai efektivitas program pemulihan korban serta faktor sosial budaya 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan 

yang konstruktif bagi DP3APMPPKB Kota Medan dalam meningkatkan kualitas 

implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT, serta memberikan 
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kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian 

implementasi kebijakan publik.  
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